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PENGANTAR PENERBIT

egala puji bagi Allah Yang telah menurunkan dan me-

netapkan bagi kitasyariat yang lurus, yaitu aHlslam. Dialah
Yang telah menganugerahkan AMQur'an kepada umat 1slam
untuk memberikan penjelasan dan kemaslahatag bagimanusia
danmenjunjung tinggl kebenaran. Shalawat dan salam semoga
senantiasa tercurah atas Rasulillah Muhammad saw. beserta
keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari akhir kelak.
Melalui beliaulah, Allah menyampaikarn tuntunanNya untuk
seluruh umat manusia.

Hukum ketatanegaraan amatlah penting sebagai sarana
untuk mengatur dan menjalankan proses pemerintahan.
Sayanguiya, kajian tentang masalah ini, khususnya hukum tata
negara Islam, masih amat minim dilakukan. Hal ini pun,
biasanya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan kurang
adanya proses sosialisasi, sehingga kaum muslimin secara
umum masih belum mengetahui dan memahaminya.

Masalah yang kedua adalah, hulum tata negara Islam ini
belum tersusun dalam sebuah buku tersendini, yang memudah-
kan umat Islam untuk menipelajari dan mengkajinya. Kajian ini
juga masth bersatu dengan kajian lain dalam kitabkitab fikih
yang kurang mengkajinya secara lebih lerpening dan mendalam.

Kami hadirkan buku ini untuk menjawab kedua per-
masalahan tersebut. Dengan adanya buku ini, kita dapat




mengetahui (untuk selanjutnya diaplikasikan) hak-hak dan kewajiban-
kewajiban kita sebagai warga negara umumnya maupun pejabat pe-
merintah khususnya. Dengan demikian, para pejabat pemerintah diharap-
kan dapat melaksanakan amanat yang diserahkan kepadanya dengar baik,
dengan senatiasa berbuat adil dalam melaksanakan kebijakan kepemim-
pinannya, adil dalam memutuskan hukum, serta jujur dalam mengambil
dan memberi kepada yang berhak.

Wallahu a'lam bish-shawab. :

Billahit taufig wal-hidayah

Januari 2000
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PENDAHULUAN

engan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad,
keluarga, dan sahahat beliau

Segala puji bagi Allah Yang telah mengajarkan kita ajaran-
ajaran agama, menganugerahkan kita Kitabyang memberilan
penjelasan, menetapkan bag kita syariat hukum dan men-
Jelaskan kepada kitayang halal dan yang haram, yang di dunia
menjadi hukum yang menghasilkan kemaslahatan manusia
dan menjunjung pokok-pokok kebenaran; kemudian Allah
SWT menyerahkan kepada para pemimpin untuk menetapkan
kehijakan yang baik bagi hamba-hamba-Nya. Segala puji bagi
Allah SWT atassegalaapa yang telah Dia tetapkan dan Dia atur
bagi manusia. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang mem-
bawa ajaran-Nya dan menunaikannya dengan benar, Nabi
Muhamimad saw., keluarga, serta sahabatnya.

Karena hukum ketatanegaraan amat penting dan selama
ini kajian tentang masalah ini bersatu dengan kajian-kajian
hukum yang lain yang membual masalah ini berada dalam
mempunyai waktu untuk mempelajarinya karena mereka
disibukkan oleh urusan politik dan pembangunan negara,
maka saya tergerak untuk menulis buku ini yang secara
tersendiri membahas masalah tata negara. Dengan adanya
buku ini, para pejabat dapat mengetahui hak-hak dan ke-

Hukurn Tota Hegara don Kepemiinpinan I3
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I+ Hukumn Toto Negara dan Kepemimpinan

wajiban-kewajibannya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan
baik, sambil berusaha berbuat adil dalam melaksanakan kebijakan
kepemimpinannya, adil dalam memutuskan hukurmn, dan jujur dalam
mengambil dan memberi kepadayang berhak. Saya berdoa kepada Allah
SWT sambil meminta pertolongan-Nya dan saya memohon taufik dan
hidayal-Nya. Dialah sandaranku sahu-satunya.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin
yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga ter-
selenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat
kebijakan yang dilandasi syariat agama, dan menyatukan umat dalam
kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negarzs) adalah
dasarbagi terselenggaranya dengan bailc ajaran-ajaran agamadan panghal
bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat
menjadi aman sejahtera. Kemudian, dari kepemimpinan itu dibuat
departemen-departemen dan pemerintzhan daerah yang mengurusi
bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman
pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan
pemerintahan daerah ity mempunyai keseragaman yang solid di bawah
kepemimpinan kepala negara.

Bukuini berisi kajian tentang hukum tata negara dan kepemimpinan
agama, yang terdini atas: Bab pertama berbicara tentang pengangkatan
kenala negara, bab kedua tentang pengangkatan menten, bab kefiga tentang
pengangkatan gubernur provinsi, bab keempat tentang pengangkatan
pimpinan jihad, bab kelima tentang pemimpin polisi dalam negeni, bab
keenam tentang jabatan gadhi "hakim', bab ketujuh tentang jabatan
mazhalim, bab kedelapan tentang perwakilan keluarga terhormat, bab
kesembilan tentang imam-imam shalat, bab ke sepiduh tentang pimpinan
pelaksanaan ibadah haji, bab kesebelas tentang pefugas penmingut zakat, bab
kedua belas tentang pembagian fa-i dan pampasan perang, bab ketiga belas
tentang penentuan jizyah din kharaj, bab keempat belas tentang wilayah-
wilayah yang mempunyai hukum tertentu, bab kelima belas tentang
mengolah tanah dan mengeksplorasiair, bab keenam belas tentang padang
gembalaurmum dan fasilitas umum, bab ketwguh belastentang hukumnigiha’,
bab kedelapan belas tentang pembentukan administrasinegara (ad-diwan)
dantivkunvhukumnya, bab kesembilan belastentang hukum-hukum pidana
(kriminalitas).




BAB 1
PENGANGKATAN
KEPALA NEGARA

embaga kepala negara dan pemerintahan diadakan
dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk
memimpin umat Islam adalahwajib menurut {jma. Akan tetapi,
dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio
atau syariat?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib ber-
dasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecen-
derunganuntuk menyerahkan kepemimpinan kepadaseorang
pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang
menimpa mereka serla menuntaskan perselisihan dan
permusuhan diantara mereka Seandainyatidak ada pemimpin
dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidak-
teraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitiftanpa
ikatan.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib
berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala negara men-
jalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak men-
dorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin
untuk menglankannya Sementara itu, rasio hanya mewajibkan

Hukurn Tato Megura dan Kepemimptnan. 19




16  Hukum Frta Negora dan Kepernimgiman

setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak me-
mutuskan hubungannya dengan orang lain, serla mendorong untuk
berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Ia merenung:
kan semua ity dengan rasionya, tidak dengan rasio orang lain, namun
syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya
dan pemerintahnya. Allah SWT berfirman,

“Hei orang-orang yang beriman, taaliloh Allah dan teatilah Rasul

(Nya), dan ulil arnri di antara kame....” (an-Nisaa': 59)

Allah SWT mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita.
Mereka adalah pemimpin yang diperintahkan untuk memimpin kita.
Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abi Shalih dari Abu Hurairah ra
bahwa Rasu]ullah Saw. hersabda.

omie el (S 5 S0 LSS ) ek KU B
l._‘f-l-;l',.’i.; op t,_,:.ll‘,;!.,t.ydm,,.sf AT AT
€ r!-l"J o6 vk ¢ Ub AR

"Sele!ah masaku, kalian akan dipimpin oleh berbagai macam

pemnimpin. Pemimpin yang batk dan cakap akan memimpin dengan
bmk@nmkrmpu!a.sedang*mpe:mnwmm buruk dan jahat

akan memimpin dengan buruk dan jahat pula. Dengarkanlah dan

' taatilah mereka selama kebijakan mereka sejalan dengan kebenaran.
Jika mereka memimpm dengan baik maka kalian mendapatkan

ketenteraman hidup dan mereka mendapatken pahala, dan jika

mereka memimpin dengan buruk maka kalian mendapatkan pahala

(dengan kesabaran kalian) sementara mereka mendapathan dosa. ™

KewajinaN Mencanckat Kepara Necara
Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya
adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan meneari lom pengetahuan, jika

Viadlits dhaif Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al Ausath (Majma'of Bahrein (219)), dadi
Abu Hurairah, AbHaltsami berkata dalam Majma’ Zawaid (5/218) bahwa dalam sanad haditaitu
urﬂmﬁhdullibhmm.ul'mlnd hnYuhyamerwﬂtuadﬂuhmmMm (lemah
sehali). Thabran berbkata bahwa yang mer tkan dari Hisyam hanya Abdullah saja dan Hisyam
hanys mertwayatlan hadits ini sajs dari Abi Shaleh.

ENNTTRE—
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Bab I Pengongkotan Kepolu Megara 17

ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten

maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun

yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok
manusia: pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang
memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah vrang-orang yang
mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka
menunjuk salah searang dari mereka untulememangku jabatan itu. Adapun
orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas
penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu (vang
bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelormpok ini
telah diketahutimaka masing-masing mereka harus memenuhi kriteriadan
kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan
tugasiti.

Merekayang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat berikut
ini.

1. Kredibilitas pribadinya atzu keseimbangan (al-adalah) memenuhi
semua kriteria.

2. la mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu
mengetshuisiapayang berhak dan pantas untuk memangku jabatan
kepala negara dengan syarat-syaratnya.

3. lamempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya
dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan
kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam
membuat kebijakan yang dapat mewijudkan kemaslahatan umat.
Orang yang berdomisili diwilayah yang sama dengan domisili kepala
negaratidak mempunyaikeistimewaan tersendiri dibandingkan orang-
orang yang tinggal di wilayah lain, namun mereka itu biasanya dapat
terlibat dalam pengangkatan kepala negara karena mereka lebih cepat
tahu testang kematian kepala negara sebelumnya, juga karena orang
yang pantas memangku jabatan kepala negara biasanya berada di
wilayah itu.2

Syarat-Svarat vanc Harus Direnurr Caton Kerara NEGARA
Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki
fujuh syarat berilaul ini.

2 nj hanya terjadi i dalam negara yang befum memiliki teknolgi komunikasiyang
cangeh dan padu mass sekarang halind hampis tidak mungln tecads. (Red)




18 Hukum Tota Negora don Kepemitnpinan

1. Keseimbangan (al-adaiah) yang memenuhi sermua kriteria

2. lamempunyaiilmupengetahuan yang membuatnyadapat melakulcan
ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk
membuat kebijakan hukum.

3. Pancaindranya lengkap dan sehat-dari pendengaran, penglihatan,
lidah, dan sebagainya-sehingga ia dapat menangkap dengan benar
tlan tepat apa yang difangkap oleh indranya itu.

4. Tidakadakekurangan padaanggota tubuhnyayang menghalanginya
untuk bergerak dan cepat bangun.

5.  Visipemikirannya baik sehinggaiadapat menciptakan kebijakan bagi
kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

6. lamempunyal keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang mem-
buatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

7. lamempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang
hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah itu.
Pendapat Dhirar* yang membolehkan kepemimpinan negara bagi
sernua orang adalah pendapat yang tidak dapat didengarkan karena
Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berdalil pada hari Saqgifah di hadapan
kalangan Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiat

5 Sa'ad bin Ubadah ra untuk memangku jabatan khalifah, dengan

é L,e';i L s
"Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy.™*

Mendengar itu, mereka segera mengubah posisi dan selanjutnya
berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan, "Dari kami ada
pemimpin tersendini dan dari kalian ada pemimpin tersendin,” karena
mereka membenarkan berita hadits tadi dan menerimanya. Akhirnya,
mereka dengan senang hati menerima tawaran terakhir yang diberikan

Syuity Dhirar bin Amro. Malah is berpendapat febih fault Tagi, Menurut pendapatoya,
mengingket pemimpin dim Kalangan nos Quraisy lebil baik karéni i lebih sedikit keluarga dan
sukunya yang menjadi backing-nya schinga ko ia melenceng dapat denganmudah diturunkan
dari mhatannya

4mmmmwwmmmmmmm dari Abi Barzah
mmmwhmmntmma “Jakan: T 1k w\m
dalamijue i yang i jurrilah gela 1pat puluh sahabaty itk hadis

((Thy

e
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Abu Bakar ra. saat ia berkata kepada mereka, "Dari kami para pemimpin
dan dan kalian para menteri” Rasuhllah saw. bersabda,

é&}:ﬁ?,@;i}:ﬁ;%
"Angkatlah mdivicu dart suku Quraisy dan jangan kalian langkahi
(mendahulii) mereka."

Nash yang telah diterima ini tidak mengandung kesarnaran yang
perlu dipertanyakan, juga tidak ada pendapat yang menentangnya.

Cana PENGANGRATAN KKEPALA NEGARA

Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara:

I dengan cara dipilih oleh kalangan ahlul-halli wal-aqdi,

2 dengan penyerahian mandat dari kepala negara sebelumnya.

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan ahlsd-halli wal-'aqds,
lelzh diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa
jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala
negara.

Satu kelompok berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah
dengan keikutsertaan mayoritas ghlul-halli wal-agdi dari seluruh negeri
sehingga kepemimpinannyaitu mendapatkan penerimaan secara tulus dan
pengzkuan secara umum. Mazhab ini tertolak dengan adanya fakia baiat
Abu Bakar ra. untuk memangku kekhalifahan, yang hanya berdasarkan
pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan baiatmya itu
tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada di tempat saat

i,

Kelompok yang 1ain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat
mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat
untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu
orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang
lainnya: Pendapat mereka itu didasari oleh dua hal berikut.

" Hadits sshih dengan pelbagai jalan pert Hadits in diriwayatican olel Thabran
dhars Abluflah bin Sab oledh Syni's dalam Mesmad-nya (2/500), dan Baihagi dalam of-Ma rifeh (him:
Iﬁmm]m&ﬁﬂmmrhmdmmmgfwm&nﬁmﬁ
i cleh Abu b aum il i-Hibyat al-Awdia (3/64) dar Anas, dan dalam y apy
Mubawmad bin Subicnan ben Masmul, ia adalah perawi yang dhuif

N
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1. Baiat Abu Bakar ra dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk
menganghatnya dan kemudian ditkuti oleh orang-orang yvang lain.
Merekaadalah: Umaribnul Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid
bin Hudbair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah ra.

2.  Umar ra menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat,
agar satu orang dari mereka diangkat sebagal pemimpin negara
dengan persetujuan limaorang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas
Sfugaha dan mutakallimin dari penduduk Bashrah,

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa
pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang
memangku jabatan dengan persetujuan dua crang sehingga satu orang
menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad
perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang aksi.

Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu
orang karena Abbas berkata kepada Ali ra., "Bentangkanlah tanganmu
untuk akai baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, "Paman Rasulullah saw.
telah membaial anak pamarinya maka tidak adaorang yang menentangnya
karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.”

PERSIDANGAN AHLUL-HALL waL- Agpt UNTUK MEMILIH
Kerara NEGARA

Jika ahlulhalli wal-agdi berkumpul untok memilih pemimpin malka
mereka segera mempelajar siapa saja individu yang memenuhi kriteria
untuk rnemangku jabatan kepemimpinan negara ifu, kemudian mereka
mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya,
serta orang yang mempunyai konduite bagus di mata masyarakat,
sehingga masyarakal segera ikut membaiatnya dan fidak menentangnya.
Jika seseorang dan masyarakat Islam telah dipilih oleh jjtihad manusia
untuk memangku jabatan pemimpin negara makahalitu harus ditawarkan
kepadanya; jika ia setuju makamasyarakal segera membaiatnya dan baiat
itu menjadi sah baginya. Setelah itu, umat seluruhnya harus turut
membaiatnya dan taat terhadap kebijakannya, sedangkan jika orang itu
menolak dan tidalkrau memangku jabatan itu makaia tidak dapat dipaksa
untik memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling
ridha dan hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan
tekanan, Setelah iamenolaknya makajabatan ituditawarkan kepada orang
lain yang juga berkompetensi untuk memangkunya.

T
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Jikaada dua orang calon pemimpin negara yang mempunyai kapasitas
yang sama maka didahulukan 'memilih calon yang lebih tua usianya,
Meskipun denikian, jika yang dibaiat adalah ealon yang lebih muda, hal
it tetap boleh.

Adapun jika salah satu dari dua ealon itu lebih berpengetahuan dan
yang kedua lebih berani maka dalam memilih salah satu dariduacalonitu
‘harus diperhatikan kebutuhan negara pada saat itw: jika negara saat itu
membutuhkan keksatriaan dan keberanian karena berkembangnya
ancaman dari hnar negara dan timbulnya pemberontakan di dalam negara
“maka calon yang lebih berani lebih berhak untuk memangku jabatan.
Sementaraitu, jika negara sedang membutuhkan tokoh berpengetahuan
dan pandai karena diperlukan untuk menenangkan dan mengalahkan
orang-omng yang menyimpang dan para pembual bid'ah maka orang yang
lebih berpengetahuan dan lebih pandai menjadi ealon yang lebih berhak.
Jika ada dua calon dan keduanya kemudian memperebutkan jabatan itu
maka menurut para fugaha, perebutan itu tidak membuat keduanya
kehilangan hak untuk memangku jabatanitu.

Timdakan memintajabatan pemimpin negara jugatidak makruh. Ahli
syura dapat memperdebatkan hal itu, namun orang yang meminta jabatan
dan berambisi untuk memangkunya tidak dapat dihalang atau dicegah.
Para fugaha berselisih pendapat tentang dua orang yang mem-
perebutkan jabatan pernimpin negara, sementara keduanya mempunyai
kotnpetensiyang seimbang.
Sektelompoek fugaha berpendapat bahwa nama keduanya diundidan
yang namanya keluar diangkat menjadi pemimpin,
Sementara itu, yang lain berkata bahwa para pemilih bebas me-
nentukan pilihan mereka, siapa yang mereka kehendaki, tanpa harus
melaliii undian. Jika para pemilih telah memilih seseorang yang terbaik dari
selealian calon, kemudian mereka membaiatnya untuk memangku jabatan
kepemimpinan negara, namun ternyata kemudian ada orang yang lebih
baik dan Jebih berkompeten dani yang mereka pilih itu, maka baiat mereka
ity tetap berlaku bagi yang pertama dan tidak boleh berpindah kepada
arang yang keduaitu, Jika mereka sengaja mernilih profil yang lebih sedikit
kompetensinya, sementara ada profil yang lebih berkompeten, makadalam
kasussepertiini perlu diperbatikan hal-hal berikutini. Jikahal it dilakukan
karena adanya alasan yang kuat yang mengharuskan mereka membuat
keputusan seperti itu, seperti orang yang lebih kompeten itu tidak sedang
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musafir, atau sedang sakil, atau juga orang yang lebih sedikit kom-
petensinyaitu ternyatalebih ditaati oleh masyarakat, maka baiat bagi orang
yang lebih sedikit kompetensinya itu sah dan kepemimpinannya juga sali.

Adapun jika ia dibaiat tidak karena alasan yang kuat maka ulama
berselisih tentang validilas baiat dan kepemimpinannya. Sekelompok
ulama berpendapat, di antaranya adalah Jahizh, bahwa baiatnya tidak sah
karena jika pemilihan pemimpin ditujukan untuk memilih yang terbaik
maka pilihan itu tidak boleh dialihkan kepada bukan tokoh terbaik. Halini
seperti ijtihad dalam menentukan hukum syariat.

Mayoritas fugaha dan sudakallimin berpendapat bahwa jabatan orang
itu legal dan baiat terhadapnya sah, dan keberadaan orang yang lebih
berkompeten itu tidak menjadi penghalang bagiindividuyang lebih sedikit
kompetensinya itu untuk memangku jabatan kepala negara jika orang itu
memang telah mencukupi syarat-syarat untuk memangku jabatan itu.
Seperti halnya dalam dunia gadha 'peradilan’, boleh memberikan ke-
kuasaan gadha ‘peradilan’ kepada orangyanglebih sedikit kompetensinya
meskipun ada orang yang paling kompeten. Ini karena tambahan
kompetensi itu adalah faktor kelebihan dalam memilih, namun tidak
termasuk dalam syarat-syarat yang membual seseorang mempunyai hak
untuk menjabatnya. Jika dalam suatu waktu hanya ada satu orang yang

: menecukupi syarat kepemimpinan itu dan tidak ada orang lain yang
mementuhi syarat seperti dirinye, kepemimpinan itu harus diberikan
kepadanya dan tidal boleh dialihkan kepada yang lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas kepemimpinannya
sertavaliditas kekuasaannya tanpaadanya akad dan pemilihan. Sebagian
fugahalrak berpendapat bahwa jabatannya itu valid dan kepemimpinannya
iti sah, dan umat diwajibkan untuk taat kepadanya meskipun ia tidak dipilih
oleh dewan pemilih. Ini karena tujuan pemilihan itu adalab untuk mencari
yang terbaik, sementara orang ini-dengan sifat yang ia miliki-telah tampak
dengan jelas kompetensinya.

Sementara ilu, mayoritas fugaha dan mudakailimin berpendapal
hahwa jabatannya itu tidak sah kecuali dengan adanya persetujuan dan
pemilihan dewan pemilih, dan dewan pemilih memang harus memberikan
jabatan itu kepadanya. Jika mereka telah bersepakat, mereka segera
membaianyd karena kepemimpinan adalah akad (kontrak) yang hanya
terjadi jika ada pihak yang melakukan akad. Seperti jabatan hakim; jika
hanya ada satu orang yang mempunyal kompetensi untuk menjabamya,

R NN
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arang itu ticak secara otomatis menjadi hakim hingga ia secara resmi
menjabatnya. Sebagian orang yapg berpendapat seperti itu meng-
analogikannya dengan masalah ini dan berkata, "laotomatis menjadi haldm
Jka Banya dia yang mencukupi syarat untuk menjabatnya, begitu juga
“halnyabagiseseorangyang hanya dia sendiri yang menculaupi syarat untulc
‘menjabat pemimpin negara.”

Yang lain berkata bahwa orang itu tidak otomatis menjadi hakim
walaupun hanya dia sendin yang mencukupi syarat untuk memangku
jabatan itu, sedangkan erang yang hanya dia sendin yang mencukupi syarat
aunluk memangku jabatan pemimpin negara, dapat langsung mendudula
jthitan kepala negara. Perbedaan antara keduanya adalah karena jabatan
hakim adalah perwakilan khusus yang boleh dialihkan darinya meskipun
‘id letap memiliki sifat kompetensinya sehingga legalitas jabatannya itu
hanya bart terwujud dengan adanya pengangkatan resmi, sedangkan
jahatan kepala negara termasuk dalam kelompok hak-hak unium yang
padanya bersatuantara hak Allah SWT dan hak manusia sehingga jabatan
it tidkak boleh dialihkan dari orang yang memang berkompeten untuk
menjubatnyaitu kepada orang lain, sehingpa orang yang berkompeten itu
tidak membutuhkan pengangkatan lagi.

Tivax Borer MENGANGKAT Dua KepALA NEGARA
pALaM Satu NEGARA

Jika dua kepala negara diangkat di dua wilayah dari negara Islam,
kepemimpinan keduanya tidak sah karena umat Islam tidak boleh
mempunyal dua kepala negara dalam satu waktu meskipun ada pendapat
‘mesyimpang dan membolehkannya.

Farafugaha pgaberbeda pendapat tentang stapa yangmenjadi kepala
negara dari keduanya. Sekelompok tlama berpendapat bahwa yang
menjadi kepala negara secara resmi adalah orang yang dibaiat di wilayah
tempat wafatnys kepala negara sebelumnya, karena mereka yang berada
i situ lebih berhak memilih dan lebih berhak untuk memangku jabatan
itudan seluruh umat di selurith wilayah agar menyerahkan pengangkatan
itu kepada mereka serta menyerahkan kepada mereka siapa yang akan
mereka pilih, sehingga masalah ini tidak sampai berlarutlarut dan
-menimbulkan perselisihan serta benturan kepentingan.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa keduanya harus melepaskan
jabatan ity dari dirinya dan menyerahkannya kepada yang berhak untuk
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menciptakan keamanan dan menghindari terjadinya fitnah, kemudian
ahlul-halli wal-agds memilik salgh satunya atau selain keduanya untuk
memangku jabatan kepala negara.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa harus dilakukan undian bagi
keduanya untuk menghilangkan persengketaan dan menghindari per-
musuhan. Siapa yang namanya keluar dalam undian itu maka ia menjadi
orang yang paling berhak untuk memanghu jabatan kepala negara.

Yang paling tepat adalah pendapat para fugaha yang besar, yang
berpendapat bahwa jabatan itu jatuh kepada orang yang paling dahulu
dibaiat dan diberikan jabatan; seperti halnya dua orang wali dalam
menikahkan seorang wanila, jika keduanya menikahkan wanita itu dengan
dua orang yang berbeda, nikah itu hanya sah bagi orang yang pertama
melaksanakan akad nikah. Jika orang yang lebih dahulu dibaiat telah
diketahui, jabatan itu diberikan kepadanya dan orang yang didahului harus
menyerahkan wewenang itu kepadanya serta turut melakukan baiat
kepadanya. Akan tetapi, jika akad itu terjadi pada keduanya secara
bersamaan, tidakada yang lebih dahulu dariyang lain, keduaakad itu batal
dan akad baru kembali dilakukan bagi salah satu dari keduanya atan orang
selain keduanya. Jika salah satu baiat dari keduanya lebih dahuly, namun
tidak diketahui siapa yang lebih dahulu dan keduanya, masalah ini
menungg penelitian selanjutnya. Jika keduanya bertikai dan masing-
masing pihak mengaku sebagai yang pertama, klaimnya tidak periu
didengar dan tidak pula harus bersumpah karenaia tidak mempunyai hak
istimewa dalam jabatan itu, namun ia adalah hak kaum muslimin selurub-
nya, maka sumpahnya atau penolakannya fidaklah berfaedah. Demikian
juga jika kedua orang yang bertikai itu akhirnya berdamai dan salah satn
darinya menyerahikannya kepada vang kedua, jabatan itu tetap belum sah
hingga adanya bukti yang menegaskan bahwa ia lebih dahulu dar yang
lain. Jika ia mengakui orang kedua lebih dahulu darinya, orang yang
mengakui itu harus keluar dari percalonan kepemimpinan, namun jabatan
itu tetap tidak secara otomatis jatuh kepada orang yang keduaitu karena
jabatan itu adalah hak kaum muslimin. Sementara itu, jika orang yang
mengakui itu kermudian bersaksi dan mendukung keberhakan calon kedua
dan persaksiannya itu diperkuat oleh saksi lain, persaksiannya it pamut
didengarkan jika dalam pembicaraan selanjuinyaterjadi ke-simpangsiuran
yang membutuhkan persaksiannya. Akan tetapi, jika tidak ada ke-
simpangsiuran, persaksiannya itu tidak diperlukan,
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KenpakjeLasan patam Pemitmian Kerara NEGARA

Tidak boleh dipergunakan undian jika ketidakjelasan antarakeduanya
Afidisk kunjing tuntas meskipun telah dilakukan penyelidikan dan penelitian,
‘dlan tidak ada bukti penguat bagi salah satu dari keduanya sebagsi pihak
‘yanglehih dahulu. Hal ini karena dua alasan.

Alasan pertama, jabatan kepemimpinan adalah akad sedangkan
andian tidak mastk dalam akad.

Alasan kedua, kepemimpinan negara tidak boleh dijabat oleh lebih
dan satu orang dan undian tidak ada hubungannya dalam masalah yang
padanya tidak boleh terjadi persekutuan, seperti dalam masalah nikah.
Sementara iy, hal tersebut boleh digunakan dalam sesuatu yang padanya
‘minusia boleh bersekutu, sepertiharta. Adanya ketidakjelasan yang tanpa
ﬂthwnumajaﬁpmbmﬂkeduaakadjabmkcpﬂlanegamhamdua
‘orangitu, kemudian paraanggota dewan pemilih dapat memulai dari awal
proses penpangkatan salah satu dar keduanya Adapun jikadewan pemilih
‘Ingin memilih selain keduanya, ada yang berpendapat bahwa hal itu boleh
‘dilaloukan karena keduanya telah keluar dari jabatan jtu. Ada pula yang
berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena baiat bagi
‘keduanya telah membuat jabatan kepernimpinan itu tidak dapat diberikan
kepada orang selain keduanya dan karena adanya ketidakjelasan itutidak
nmahalﬁml keberadaan akad itu bagi salah satu dar keduanya.

PeveanGKaTAN KepALA NEGARA DENGAN PeNYERAHAN MANDAT
Menurutiima, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan
mandat dar kepala negara sebelumnya, holeh dilakukan dan telah
‘disepakati lepalitasnya. Hal ini berdasarkan dua penstiwa yang telah
dilakulan oleh kaum muslimin dan mereka tidak mengingkarinya.

- Peristiwapertama, Abu Bakar ra. telah menyerahkan mandat jabatan
‘kepala negara kepada Umar ra., kemudian kaum muslimin mengalki
Jegalitas jabatan Umar ra. yang dilakukan dengan adanya mandat jabatan
it

Peristiwa kedua, Umar ra. menyerahkan mandat jabatan itu kepada
‘dewan syura dan masyarakat menerima masuknya keenam orang itu dalam
‘dewan syura. Anggota dewan syura itu adalah tokoh-tokoh masyarakat
‘pida masanya. Hal ini menunjukkan validitas sistemn penyerahan wewe-
‘nang itw. Sementara itu, sahabat yang lain berada di luar di dewan itu.

Ali berkata kepada Abbas ra. saat ia mencela Ali yang masuk dalam
dewan syura, "Hal ini adalah satu urusan Islam vang besar dan aku tidak
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ingin mengeluarkan dirikun darinyd.” Dengan demikian, sistem penyerahan
mandat itu menjadi sistem yang telah disepakati (ijma) oleh umat Islam
dalam penganghkatan kepala negara. Jikakepalanegaraingin menyerahkan
mandatitu kepadaseseorang, iaharus berijtthad untuk memilih siapayang
paling pantasdan paling berkompeten untuk menerimanya. Jikapilihannya
telah jatuh kepada seseorang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
jika orang itu bukan anaknya dan bukan pula orang tuanya, ia boleh
sendirian mengucapkan baiat baginya dan menyerahkan mandat itu
kepadanya, meskipun ja belum bermusyawarah dengan seorang pun dari
dewan pemilih. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat apakah
perselujuan mereka itu menjadi syarat bagi legalitas baiatnya atau tidak.

Sebagian ulama dari Bashrah berpendapat bahwa persefujuan dewan
pemilih atas baiatnya itu adalah syaral bagi legalitas baiatitu di hadapan
umat. Karena kepemimpinan itu adalah hak yang berhubungan dengan
mereka, kepemimpinan itu tidak mengikat mereka kecuali jika ada
persetujuan dewan pernilih yang berasal dari mereka. Yang benar dalam
‘masalahini adalah, baiatitu terselenggara sementara persetiujuan mereka
tidak mempengaruhi legalitasnya. Ini karena baiat Umar r.a. tidak
bergantung pada persetujuan sahabat yang lain. Karena kepala negaralebih
berhak terhadap jabatan itu, pilihannya dalam miasalah jabatan itu lebih kuat
dan pendapatnya lebih valid. Adapunjika penerima mandat itu adalah anak
pemimpin negara itu atan orang tuanya, ulama berbeda pendapat tentang
bolehidaknya ia melakukan baial sendirian bagi mandataris itu. Ada tiga
mazhab pendapat dalam masalzh ini.

Mazhab pertama, kepala negara tidak boleh melakukan baial atas
anak afau orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan dewan
pemilih dan mereka setuju atas keputusannya ity. Saat ia mendapatkan
persetujuan mereka, saat itu mandat dan baiat yang ia berikan menjadisah
karena findakan yang ia lakukan itu adalah seperti pengukuhan kom-
petensiyang berlaku seperti persaksian dan seperti dalam kasus hulum,
yaitu seseorang tidak boleh bersaksi bagi orang tuanya alau anaknya dan
tidak boleh pula memutuskan hukum bagi salah satunya karena adanya
praduga kecenderungan dorongan hati dan keberpihakan.

Mazhab kedua, iaboleh memberikan sendiri mandat ifu kepada anak
dan orang tuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya waiib
ditaati oleh umat, maka hukum kedudukan mengalahkan hukum ke-
furunan dan praduga keberpihakan dan derongan hati tidak dinilai sebagai
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pengurang sifat amanahnya dan tidak pula menjadi penentangnya. Dalam
tindakan iy, ia seperti memberikan mandat itu kepada selain anak dan
orang fuanya. Apakah persetujuan dewan pemilih setelah adanya mandat
il mempunyai kekuatan hukum dalam Jegalitas jabatan ity bagi umat atau
hickalk? Jawabannya adalah seperti yang telih telah kami katakan sebelum-
nva, yaitu ada dua bentulk.

Mazhabketiga, kepalanegara boleh memberikan mandat itu sendini
bag orang tuanya, namun iatidak boleh melakukannya sendirian kepada
anaknya karena Labiat manusia cenderung untuk memihak kepada anak,
lehih besar dari kecenderungannya kepada orang tuanya. Oleh karenaitu,
hasil usahayangia dapatkan dalam hidupnya sebagian besardipersiapkan
untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Adapun pemberian mandatitu
kepada saudaranya dan kerabatnya yang dekat, adalah seperti pemberian
mandatnya kepada orang jauh yang asing, yaitu ia boleh melakukannya
sendiri

Peverivaan Piak YANG DIBERIKAN MANDAT ADALAH SALAH

SAT SYARAT LEGALITAS JABATANNYA

Jika kepala negara memberikan mandat jabatannya kepada orang
yang berkompeten, berdasarkan syarat-syarat yang sah, legalitas mandat
M bergantung pada persetujuan pthak yang dimandatkan itu. Setelah itu,
diperdebatkan tentang kapan persetujuan itu dibutuhkan: ada yang
mengatakan setelah matinya pihak yang memberikan mandat dan saat
wewenang pihak yang diberikan mandat menjadi berlaku. Ada pula yang
mengatakan—ini adalah pendapat yang paling salith-waktunya adalah
antara masa penyerahan mandat itu hingga matinya penyerah mandat,
sehingpajabatan itu berpindah darinya kepada pihak yang ia tunjuk sebagai
pengpantinya, yang telah diterima sebelumnya.

Kepala negara yang memberikan mandat itu tidak boleh mencabut
status mandat yang telah ia berikan selama kondisinya belum berubah,
meskipun ia boleh memberhentikan orang lain yang ia angkat sebagai
pejabat Karenaia memberikan amanah jabatandabatan itu kepada mereka
yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepadanya, ia boleh
memberhentikan mereka. Sementara itu, dalam masalal pemberian
miandat jabatan kepala negara itu, ia berlaku sebagai wakil dari kaum
musliinin sehingga ia tidak berhak untuk menurunkannya kembali,
sebagaimana halnya dewan pemilih tidak dapat memberhentilan orang
yang mereka telah baiat untuk mernangku jabatan kepala negara, sefama
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orang itu belum berubah sifatnya sehinggatetap mencukupi syarat-syarat
kompetensijabatannya. Jika kepala negara rnemberikan mandat-setelah
memberhentikan mandataris yang pertama-kepada mandataris yang
kedua, pemberian mandat kepadamandatans yang keduaitu tidak sah dan
yang pertama tetap dalam baiatmya Jila yang pertama mengundurkandiri,
baiat yang kedua tetap tidak sah hingga baiat itu diulang kembali dari
pertama. Jika calon pemegang mandat menarik dirinya dari pencalonan
itu, pencalonannya tidak batal dengan penarikan dirinya itu hingga ia
dibebaskan oleh pemberi mandatnya. Selanjutnya dipertimbangkan: jika
adla orang liin yang berkompeten, penarikan dirinya itu diperbolehkan dan
ia keluar dari pencalonan itu dengan dua hal, yaitu pengunduran diri dan
pembatalan. Adapun jika tidak ada orang lain, pengunduran dirinya itu tidak
diperbolehkan, demikian juga pemberhentiannya; dan pencalonan itu
datang dari pihak pemberi mandat dan penerima mandat.

Syarat-syarat kepemimpinan dalam diri penerima mandal harus
dipenuhi saat mandat itu diberikan kepadanya. Jika ia seorang anak kecil
atay seorang fasik saat diberikan mandat, kemudian saat balig ia menjadi
orang yang lurus dan saleh, saat pemberi mandat itu wafat, jabatannya yang
diterima itu tidak sah hinggadewan pemilih memberikan baiat kepadanya
dari awal.

Jika kepala negara memberikan mandat jabatannya kepada orang
yang tidakada di tempal, yang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau
sudah matl, tidak sah penyerahan mandat itu. Jika ia masih hidup dan
kepala negarayang memberikan mandat kepadanya mati saat iatidak ada,
dewan pemilih tetap mengedepankan orang itu sebagai pengganti. Jikaia
berada jauh di belahan bumi lain dan kaum muslimin akan mendapatkan
bahayaoleh keterlambatan adanya pihak yang mengurus urusan mereka,
dewan pemilih mengangkat pejabat sementara yang menjalankan tugas
kepala negaradan mereka membaiatnya sebagai pejabat sementara, bukan
sebagai kepala negara permanen. Kemudian, jika kepala negara yang
sebelumnya pergi itu pulang ke Tanah Air, pejabat sementara itu diturun-
kan dan wewenangnya menjadi gugur, Jika calon pemegang mandat-
sebelum meninggalnya kepala negara-ingin memberikan mandat yang
diembannya itu kepada orang lain, hal itu tidak boleh karenajabatan kepala
negara itu belum sah dijabainya kecuali setelah meninggalnya kepala
negara yang memberikan mandat kepadanya. Demikian juga jika ia
berkata, "Aku jadikan dia sebagai calon pemegang mandatiu jika jabatan
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‘kepala negara diberikan kepadaku,” hal itu tidak boleh karena pada saat
ituia bukan kepala negara dan jabatan itu belum secara sali ia pangku.

Jika kepala negara mengundurkan diri dari jabatannya, jabatan itu
berpindah kepada pihak yang iaberikan mandat dan pengunduran dirinya
itu dinila seperti kematiannya.

Jikakepala negaramemberikan mandat kepada dua orang (salu orang
ticlak lebih datil dan tidak pulalebih utama dari yang lain), dewan pemilih
‘boleh memilih salah satu dari dua orang itu, setelah kematian kepala
nepara, seperti dewan syura yang dibuat oleh Umar ra. sebanyak enam
orang,

Tbnu Ishag menceritakan dari Zuhri dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada
‘suatuhari, aku menjumpai Umar dalam keadaan sedih dania berkata, 'Aku
fidak tahu apa yang harus kuperbuat dalam masalah ini?* Aku bertanya
kepadanya, Bagaimana dengan Ali?' 1a menjawab, 'Ia adalah orang yang
pentas menjabat khalifah, namun ia senang bercanda, Menurutku, jikaia
menjadipernimpin kalian, ia akan membawa kalian kepada jalan kebenaran
yang kalian telah ketahui' Kemudian aku bertanya, 'Bagaimana dengan
Utsman? Ia menjawab, TTika aku memberikan jabatan khalifah kepadanya,
iaakan memberikan tugas kepada Ihnu Abi Mu'ith menjadi pejabat yang
‘berkuasa atas manusia, kemnudian bangsa Arab tidak memandang dia lagi
hinggamerekaakhirnya membunuhnya, Demi Allah, jika aku melakukan
i miscaya ia akan melakukan itu. Jika ja melakukan itu, mereka akan
‘melakukan hal itu Aku berkata, "Bagaimana dengan Thalhah?” la men-
Jjawab, ‘Ia adalah orang yang sedikit sombong dan Allah SWT tidak
‘memberikan kepemimpinan umatnya kepada orang yang sombong.' Aku
bertanya, Bagaimana dengan Zubair?’ la menjawab, 'la adalah searang
pefuang yang baik, namun iamasih repol mencari seliter dualiter ganduim
i pasar Bagi'. Apakah orang seperti dia dapat menjadi pemimpin kaum
muslimin® Aku bertanya, Bagaimana dengan Sa'ad bin Abi Wagqash?' Ia
menjawab, la tidak termasuk dalam kategori calon pemimpin. Benar, ia
atalah scorang kornandan pasukan perang; namun ia tidak dapat menjadi
‘pemiimpin negara” Aku bertanya, Bagaimana dengan Abdurrahman bin
Auf? Ia menjawab, "Sebaik-baik lelaki adalah dia, namun ia adalah orang
yang lemah. Demi Allah, wahai Tbnu Abbas, orang yang pantas menjabat

 tugas ini adalah orang yang kuat, namun tidak kasar, dan lembut, namun
tidak lemah, orang yang mampu menahan, namun tidak pelit, dan yang
‘dermawan, namun tidak boros.™
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Tbir Abbas berkata, "Saatia dilulat oleh Abu Lu'luah dan dokter tidak
dapal mengobatinya, serla masyarakat meminta kepadanya agar me-
nyerahkan mandat jabatan kepala negara dan menyerahkan pemilihannya
itu kepada hasil musyawarah enam orang, Umar berkata, "Mandat ini
diserahkan untuk dimusyawarahkan oleh Ali, Zubair, Utsman, Abdurrahman
bin Auf, Thalhah, dan Sa’ad bin Abi Waggash." Saat musyawarah ber-
langsung, setelah meninggalnya Umar, Abdurrahman berkata, "Jadikanlah
masalah ini pada tiga orang dari kalian." Zubair berkata bahwa Sa'ad
berkata, "Mandatku aku serahkan kepada Abdurrahman.” Setelah
sebelumnya musyawarah dilakukan oleh enam orang itu, akhirnya hanya
dilakukan oleh tiga orang. Abdurrahman bertanya, "Siapa yang ingin
menarik dirinya dari pencalonan ini untuk kemudian kita serahkan
penentuan calon ini kepadanya? Allah menjadi saksi atasnya dan meng-
hendaki kebaikan bagi umat Islam.” Akan tetapi, tidak ada yang men-
Jjawabnya, Abdurrahman selanjutnya bertanya, "Apakah engkau berdua
menyerahkan tugas penentuan calon itu kepadaku dan alu mengeluarkan
dirtku dari pencalonan ini. Allah menjadi saksi atackn bahwa aku tidak
menyembunyikan nasihat baik bagi kalian?™ Keduanya menjawab, "Baik-
Iah, kami turuti kehendakmiu" [a berkata, "Aku telah cabut hak diriku
untuk menjadi calon.” Setelah musyawarah itu sebelumnya dilakukan
untuk mengangkatsalah satu dari eriam orang, kemudian tiga orang, dan
akhirnya menjadi dua orang, yaitu Ali dan Utsman.

Abdurrahman bin Auf kemudian menemui orang-orang untuk
mengetahul aspirasi mereka. Saathar sudah malam, ia memanggil Miswar
bin Makhramah untuk ikt bersamanya. Setelah ia datang menemui kedua
calon itu dan mengambil sumpah dari keduanya bahwa siapayang dibaiat
agar memalankan Kitab Allah dan Sunnah nabi-Nya, dan jika baiat itu
diberikan kepada temannya, iaharus mendengarkan kebijakannya dan taat
atas kepemimpinatinya, kemudian ia membaiat Utsman bin Affan.
Musyawarah yang dilakukan oleh para calon i, yang kemudian secara
ijma diakui legalitasnya, adalah dasar bagi terwujudnya legalitas ke-
pemimpinan kepala negara dengan penyerahan mandat dan terjadinya
penyerzhan jabatan kepala negara yang dilakukan oleh sejumlah orang
tertentu, yang salah satunya dapat dipilih untuk menjadi kepala negara,
sesual dengan bilangan individu-individu yang dipilih oleh ahlul-halli wal-
‘agdi untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada perbedazn antaramusyawarah
yang dilakukan oleh duaorang atau lebih jika merekaadalah bilangan yang
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{ertentu. Disimpulkan dari kejadian tadi agar kepemimpinan itu tidak
diberikan kepada selain mereka setelsh calon-calon itu ditetapkan.
Sementara itu, jika salah seorang dari calon itu telah dipilih untuk
memangku jabatan kepala negarg, untuk masa berikutnya ia dapat
‘memberikan mandat itu kepada selain mereka.

- Jika kepala negara menyerahkan masalah pemilihan itu kepada
miusyawarah beberapa orang agar mereka memilih salah seorang dan
anggota musyawarah itu untuk menjadi kepala negara, dewan pemilih
belum dapat melakukan pemilihan selama kepala negara yang mem-
‘barikan mandat ity masth hidup kecuali jika kepala negara mengizinkan
mereka mencithulukan pemilihan itu pada masa hidupnya. Ini karepaia
lebih berhak atas jabatan kepala negara itu dan tidak boleh ada yang
bersekuty memegang jabatan itu. Jika mereka mengkawatirkan akan
terjadi chaos dan kerusuhan setelah kematiannya, mereka hendaknya
meminta izin kepadanya untuk melakukan pemilihan, jika diizinkan,
merekadapat segera melakukan pemilihan calon kepalanegarayang baru.
Seméntar itu, jikakepala negara itu sudah tidak memilild harapan hidup
lebillamalagi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diambil: jikaiatelah
tidakpenuh pikirannya dan ucapannya jugatelah tidak jelas, ini diibaratkan
fatelahmati, yaitu boleh memilih pemimpin yang lain. Adapun jikaia masih
dapat mengendalikan pikirannya, mereka tidak dapat memilih peng-
gantinya kecuali setelah ia memberikan izin.

~ Ibnulshagmenceritalan bahwa saat Umar r.a. masuk ke rumahnya
dalam keadaan luka, iamendengar suara ributibut. Ia kemudian bertanya,
TApa yang diinginkan aleh masyarakat itu?” Mereka menjawab, "Mereka
mmwnudmm 1a kemudian mempersilakan mereka masulc.
Ternyata mereka meminta kepada Umar, "Berikanlah mandat jabatan
lepah_negaml.tu wahai AmiruFMu'minin. Angkatlah Utsman sebagai
kami" la bertanya, "Bagairnana bisa saya berikan kepadanya,
Wkﬂ:ntaanmmsﬂ]bercmmanmkmntaan terhadapharta
dan surga.” Mendengarjawaban itu, mereka keluar dari majelisnya. Setelah
ittd, ia kembali mendengar suara ribut-ribut. [a pun kembali bertanya, "Apa
yang diinginkan oleh masyarakat itu?” Mereka menjawab, "Mereka ingin
bu'tem.l denganmu.” la pun mempersilakan mereka masuk. Mereka
_meminta, “Tunjuldah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.” Ia menjawab,
'Iaakanmnbawakahankejalanyangbenar Abdullah bin Usniar Berkata,
"Saal mendengar jawabannya itu, aku mendekatinya dan bertanya, Wahai
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Amirul-Mu'minin, lalu apa yang menghalangimu untuk memberikan
jabatan itu kepadanya?' Ta menjawaly, "'Wahai anakku, aku masih ber-
tanggung jawab atas jabatan itu saat ak masih hidup dan setelah matiku.™
Khalifah atau kepala negara boleh memilih dewan pemilih, sebagai-
mana ia boleh memilih calon penerima mandat. Hanya pilihan dewan
pemilih yang telah ia tunjuk itulah yang sah, juga hanya pengangkatan
orang yang iacalonkan sebagai penerima mandatlah yang sah. Ini karena
kedua hal itu merupakan bagian dari hak-hak jabatan kekhalifahannya.

PenvERAHAN MANDAT JABATAN KEPALA NEGARA KEPADA Dua
OrANG aATAU LEBH

Jika mandat untuk memangku jabatan kekhilafahan (kepala negara)
diberikan kepada dua orang calon atau lebih dan mereka dilefakkan dalam
urutannya, yaitu misalnya khalifzh atau kepala negara berkata, "Khalifah
setelahku adalzh si fulan dan jika ia matimaka khalifah setelah kematiannys
adalah fulan, dan jikaia mati maka khalifah setelah dia adalah si fulan," hal
it boleh. Jabatan ituberpindah-pindah kepada tiga orang itu sesuai dengan
urutannya. Ini karena Rasulullah saw. telah menyerahkan mandat
pemimpin pasukan perang dalam Peperangan Mu'tah kepada Zaid bin
Haritsah dan bersabda, "fikaia terluka, jabatan itu diberikan kepada Ja'far
bin Abi Thalib dan jikaia terluka, jabatan itu dipegang oleh Abduliah bin
Ruwahah, dan jika ia terluka, kaum muslimin dapat memilth sosok yang
mereka sukal™ Dalam perang itu Zaid majpu, kemudian ia terbunuh oleh
misith, selanjutnya bendera pimpinan perang dipegang oleh Ja'far. Ia maju :
dan ia pun terbunuh oleh musuh. Setelah itu, bendera diambil oleh
Abdullah bin Ruwahah. Ia maju dan ia pun terbunuh oleh musuh, Setelah
itu, kaum muslimin memilih Khalid bin Walid. Jika Nabi saw. melakukan
hal itu dalam suatu jabatan kepemimpinan, hal seperti itu juga boleh
dilakukan dalam masalah jabatan kekhalifahan atzu kepala negara.

Ada yang mengatakan bahwa jabatan kepala negara adalah suatu
jabatan yang melalui pilihan berdasarkan sifal dan syarat tertentu,
sedarigkan penganglatan jabatanjabatan biasa tidak bergantung pada
syaratdan sifat tertent. Ada yang berpendapat bahwa jabatan ini termasuk
kemaslahatan-kemaslahatan umum yang hukumnya tidak terangkum
dalam akad-akad khusus. Hal sepertiitu telah dilakukan dalam masa dua

6 Hadits diriwayatkan oleh Bikhari (4261) dari Thit Uniar.

e




Bab I Pengongkaton Kepolo Negora 33

pemerintahan, namun ulama masa itu tidak adayang mengingkarinya. Dua
pemerintahan ituyaitu Sulaiman bin Abdul Malik, ia memberikan mandat
kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian setelah ity kepada Yazid bin Abdul
Malik. Jika Sulaiman bukanlah sosok yang menjadi hujjah (faktor penguat
hukum), pengakuan dan persetujuan ulama tabi'in yang hidup sezaman
dengannya dan tokobrtokoh independen yang tidak takut terhadap siapa
pun dalam membela kebenaran, adalah hujjah. Harun ar-Rasyid telah
memandatkan jabatannya kepada tiga anakmya secara berurutan, yaitu
Amin, Ma'mun, Kemudian Mu'taman, berdasarkan hasil musyawarah
ulamaalama besar pada masanya.

Jika khalifah memberikan mandat kepada tiga orang dan khalifah
meletakkan merekadalam urimtannya, kemudian ia mati, dan ketiga orang
sh hidup, jabatan itu jatuh ke tangan yang pertama; jika vang pertamamati
selama khalifah masih hidup, kekhalifahan setelah dia adalah orang yang
keduz; dan jika yang pertama dan kedua mahi selama masa hidup khalifah,
jabatan kekhalifahan setelahnya jatuh kepada individu yang ketiga. Ini
karena mandat itu telah ditetapkan bagi masing-masing orang dari tiga
individu tadi, dengan memberikan mandat jabatan kepadanya setelah
kematiannya.

Jikakhalifah (kepala negara) matidan tiga orang yang telah ia funjuk
sebagal penggantinya sermianyamasih hidup, kemudian jabatan itu jatuh
kecalon ydng pertama daritiga orang itu, kemudian khalifah baruiniingin
memberikan mandat jabatannya itu kepada orang yang ia pilih sendiri
selain dua calon tadi, di antara fugaha ada yang melarang hal itu karena
harus menurufi tertib ketiga orang ity kecuali jika kedua orang itu diminta
untuk menyerahkan haknya secara sukarela. As-Saffah telah menyerahkan
mandat jabatannya kepada al-Manshur dan selanjutnya kepada Isa bin
Musa. Kenmdian, Manshur ingin mendahalukan Mahdi atas Isa, makaia
meminta lsa untuk menyerahkan haknya sebagai calon secara sukarela.
Meskipun mereka jumlahnya banyak, namun para fugaha pada waku itu
tidak menyetujui cara pengalihan jabatan itu secars paksaan, hingga ia
dapat meminta Isa untuk mengundurkan difinya secara sukarela,

Yang jelas dalam mazhab Syafii dan umhur fugaha adalah, orang
yang memegang jabatan khalifah itu boleh memberikan mandat se-
lanjutnya kepadasiapayang iakehendaki daniadapat mengalihkannya dari
orang-orang vang berada dalamurutan sebelumnya bersamanya. Urutan

ini hanya terbatas pada orang yang berhak memangku jabatan kepala
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negara, setelah matinya kepala negara yang memberikan mandat. Jika
jabatan khalifah itu diberikan kepada salah seorang dari mereka, sesuai
dengan urutan mereks, ia menjadi orang yang paling berhak atas jabatan
itu setelahnya dan ia berhak memberikan rnandat itu selanjutnya kepada
siapayangia kehendaki Inikarera dengan jatuhnya jabatan itu kepadanya
makaiamempunyai wewenang yang luas dan berlauasa penuh, danhalmva
untuk mengatur jabatan itu lebih kuat dan mandat yang ia berikan
selanjutnya lebih berkekuatan hukum. Hal ini berbeda dengan apa yang
dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam pengaturan urufan panglima perang
dalam Peperangan Mu'tah karena saat itu Rasulullah saw. masih hidup,
sehingga wewenang untuk mengatur jabatan itu tidak berpindah dari
beliau. Sementara itu, kasus pemberian mandat jabatan kepala negara ini
tenadi setelah kematian kepala negara sebelumnya sehingga hukum
miandat kedua kasus il berbeda.

Adapun maksud permintaan Manshur kepada Isa bin Musa untuk
mundur dari calon pemegang mandat adalah untuk menjaga persatuan
keluarganya Ini karena masa itu merupakan era awal kekuasaan peme-
rintahan Abbasiah, sehingga ja perlu melakukan manuver politik tertentu
untuk memperkuat pemerintahannya, sementara hukum pun memboleh-
kannya. Oleh karena ity, jika orang pertama dari tiga calon pemegang
mandat ifu mati, setelah jabatan itu diberikan kepadanya, dan ia tidak
memberikan mandat itu kepada selain keduanya, orang kedua dalam

A urutan tadi menjadi khalifah setelahnya dengan mandat yang pertamadan
ia didahulukan dari yvang ketiga, sesuai dengan hukum urutan itu. Jika
orang yang keduaitu mati sebelum memberikan mandat kepadaorang lain,
orang yang ketiga secara otomatis menjadi khalifah atau kepala negara
setelahnya karena validitas mandat kepala negara sebelumnya mem-
berikan legalitas jabatan kepada igaorang i, selama pemegang mandat
setilah itu Bidak memperbarui mandatnya vang berbeda dengan mandat
dia. Dengan demildan, mandat bagi vang pertama adalah past, sementara
untuk yang kedua dan ketiga masih mengandung banyak kemungkinan.
Menurut pendapat mazhabini, mandatuntuk calon kedua dan ketigamasih
dapat berubah sehingga statusnya masih mengambang.

Jika penerima mandat yang pertama mati, dari liga orang itu, setelah
Jjabatan khalifah diberikan kepadanya dan ia tidak memberikan mandat itu
kepada siapa pun, kemudian dewan pemilih ingin memilih khalifah selam
orang yang kedus dalam urutanity, hal it idak boleh dilakulkan. Dernikian




Bab I Pengangkatan Kepala Megara 35

 jugajika erang yang kedua itu mati, setelah jabatan khalifah diserahkan
kﬁﬁmya. mereka tidak boleh memilih calon lain bagi jabatan khalifah
i selain orang yang ketiga itu, meskipun yang kedua itu boleh mem-
 berikan mandat jabatan kepala negara kepada selain calon yang ketigaitu,
Ini karena pemberian mandat itu dengan ketetapan pasti sehingga
pemilihan itu hanya dapat dilakukan jika tidak ada penetapan yang pasti
it Akan tetapi, jika kepala negarayang memberikan mandat jabatan kepala
negara-misalnya-berkata, "Aku telah mandatkan jabatan ini kepada si fulan
Hmﬂra ia mali setelah ]abuta.n kekhilafahan (kepala negara) jal.uh ke

mndak berla.lm. Tni karena ia tidak rnenyerahka.n mandat itu secara
langsting pada saat itu, malah ia menjadikannya sebagai calon pemegang
manglat setelah diterimanya jabatan khalifah kepada calon yang pertama.
{Zlhnyang pertama itu bisa saja wafat sebelum jabatan itu jatuh ke
tangannya sehingga pencalonan penerima mandat yang keduatidak secara
otormatis terjadi dengan kematiannya itn. Oleh karena ia, cara seperti ini
Setelah calon yang pertama menerima jabatan khalifah, ia boleh
memandatkan jabatan ity kepada selain calon yang ditunjuk oleh kepala
negara sebelumnya dan jika ia wafat tanpa menunjuk calon penerima
mandat, dewan pemilih dapat memilih kepala negara yang baru selain dia,

MaT Hagus MEnGETAHUT KEPALA NEGARA

DENGAN SIFAT-SIFATNYA

- Jikajabatan kepala negara felah diserahkan secara resmi kepada

sesearang, bk dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh

Islam harus menpetahui perpindahan jabatan itu kepada kepala

yang baru, dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus
hui sosoknya secara la.ngsung dan namanya kecuali dewan

ui kepala negara, dengan sosok pribadinya dan namanya,
ana mereka harus mengetahui Allah SWT dan Rasul-Nya.
enurutjumburulama, mengetshui kepala negara adalah wajb bagi
mansia secara umun, tanpa rinciannya. Setiap individu tidak harus
mengetzhui sosoledan nama kepala negara kecuali padakejadian-kejadian
tertentuyang membutuhkan pengenalan secara pasti. Sebagaimana halnya

4




i

36 Hukurn Tato Negara dan Keperimpinan

mengetahui sosok para hakim yang membuat keputusan hulumyang sah
dan para fugaha yang memberikan fatwa dalam masalah halal dan haram,
manusia secara umum harus mengetahuinya, namun tanpa harus secara
rinci kecuali dalam kasusyang membutuhkan pengenalan secararing. Jika
setiap orang harus mengetahui sosok kepala negara, dengan kepribadian
dan namanya, setiap orang harus berpindah ke daerah tempat kepala
negara berdomisili dan tidak ada orang yang boleh tinggal di tempat yang
jauh. Secara logika tenitu saja hal ini akan membuat wilayah-wilayah negara
Islam yang jauh dari pusat pemerintahan akan kosong dan telantar, dan
mengakibatkan banyak imbul kerusakan. Karena keharusan masyarakat
untuk mengetahui kepala negara hanya seperti yang telah saya jelaskan
sebelumnya, hendaknya seluruh umat menyerahkan kepadanya wewenang
penetapan kebijalan umum tanpa syarat, sehingga ia dapat menjalankan
apayang diamanahkan kepadanya, yaitu menciptakan kebijakan-kebijakan
yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan mengatur jalannya
pemerintahan.

Ia dinamakan khalifah (pengganti, wakil) karenaia bertugas meng-
gantikan dan mewakilkan peran Rasulullah saw. dalam memimpin umal
beliau. Karenanya, ia dapatdipanggil dengan sebutan "khalifah Rasulullah”
atau biasanya dapat dipanggi dengan sebutan "khalifah”.

Ulama berbeda pendapat, apakah ia dapat dipanggil dengan sebutan
"khalifah Allah"? Sebagian ulama memperbolehkannya karena ia bertugas
menjatankan hak-hak Allah atas hambahamba-Nya. Juga berdasarkan
firman Allah SWT,

$ w_) ,,l;:,;) ,.g,,,,, iy" 1 -};z,/ ,‘,},

"Dan Dialah yang meryad:kan kamu penguasa-penguasa di bumi
dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagtan (yang lain)
beberapa derajal....” (al-An’am: 165)

Akan tetapi, jumhur ulama melarang hal itu dan menilal orang yang
memanggil kepala negaradengan sebutan sepertiitu sebagai seorang yang
berbuat dosa. Menurut mereka, pewaldlan hanya dapat dilakukan bagi
orang yang tidak ada atauyang telah mati, sementara Allah SWT Mahaada
dan tidak pula mati. Ada orang yang memanggil Abu Bakar ash-Shiddig
ra dengan panggilan, "Wahai khalifah Allah{” Ia menjawab, "Aku bukan
khalifah Allah, namun aku adalah khalifah Rasuluflah saw.”
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MMS Unitm yAnG Harus Diemean oLen Kerata NEGARA
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Menp,ga agama agar tetap berada di atas pokol-pokoknya yang
konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf
‘umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau pembuat kesesatan, ia
berkewajiban untuk menjelaskan hujiah kebenaran baginya dan
‘menjelaskan perahaman yang benar kepadanya, serta menuntuinya
sesuai dengan hakehak dan aturan hukum yang ada, sehingga agama
terfaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah.

Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan remutuskan
permusuhan antarpihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat
dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani
berbuat aniaya dan tidak ada orang yang dizalimi yang tidak mampu
membela dirinya.

Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup
tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan

- yang melanggarnya dan menjaga hal-hak hamba-Nya agar tidak
binasa.

& Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan
kelaztan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-
musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak
- menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum
“mustimin atan kalangan kafir meahad (vang ditkat janjinya).
§  Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan
dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan
lslam atau deimmah. Dengan demikian, usaha untuk menjunjung
- linggiagamaAllah di alas agama-agama seluruhnya dapat diwujudkan.
| Menarik fai4 dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam nash danijtihad.
Menentukan gaji dan besarnya ‘atha kepada rakyat dan pihiak yang
-mempunyai bagian dari baitul-maal, tanpa berlebihan atau ke-
* kurangan, dan memberikannya pada waktinya, tidal lebih dahulu
dariwaktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waldunya.
8 Mengangkat pejabat-pejabal yang tepercaya dan mengangkat orang-
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orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan
amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang
berada di bawah wewenangnys, sehingga tugas-tugas dapat dikerja
kan dengan sempurna dan harta negara tesjaga dalam pengaturan
Orang-orang yang tepercaya.

10. Agaria melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya
dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan
politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. la tidak boleh
menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati
kelezatan atau beribadah, karena orang yang tepercaya dapat s4a
menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi

penipu. Allsh SWT berfirman,
Sl ailor Ufw?‘:"uef\"auin.l.i»b? ALSGBA

/ /’5

d

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami mm}adzkan Ira'mu H:abfilff
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adtl dan janganiah kamu mengikuti hawa
nafsu karenaia akanmenyesatkan karmudarijalan Allah...." (Shaad:
26)

Allah SWT ticlak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang
untuk bertindak dantidak memberikan toleransi baginyauntuk mengikut
hawa nafsunya sehingga menyifatinya sebagai sesat. Meskipun ia mem-
punyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala negara, namun
iatermasuk bagan dari halchak politik seluruh rakyat. Nabi saw. bersabda,

& o) 5 Wy j80 01, (50 p

“Kalian adalah pemirnpin dan kalian aken dimintai pertanggung-
Jawabannya atas kepemimpinan kalian itw.” (HR Bukhari dan
Tbnu Umar)

Kapan Kepara NEGARA DITURUNKAN DARI JABATANNYA

Jika kepala negara telah menjalankan halchak umat yang telah saya
sebutkan tadj, ia telah menunaikan hak Allah SWT, baik yang berkenaan
dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban.
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Saatity, kepalanegaraitu mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu:
da pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankanroda
ahan dengan baik, selama ia tidak berubah sifatnya.
Perubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari
kompetensi sebagai kepala negara, ada duahal:
:kraiﬂ:iﬁmmhadmrusak,

teriadi ketidakdenghapan pada anggota tubuhinya,

Rusaknya kredibilitas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan
buatan yang fasik. Hal itu disebabkan dua macam: ia mengikuti
watnya dan mengikuti perkara yang syubhat.
‘Macam yang pertama berkaitan dengan perbuatan tubuh, yaitu
micla iperbuatan-perbuatanyang dilarang agama, melakukan
aran, mengikuti dorongan syahwat, dan menurutihawa nafsunya.
lefasikan yang menghalanginya uniuk menjabat kepala negara
ienerusian abatannya, Jika orang yang sedang menjabat kepala
melakukan hality, 1a keluar dari kompetenst gbatannya itu. Jikaia
il meraih kredibilitas pribadinya, ia ickak dapat langsung memangku
nnyz kembali. Untuk menjabat kembal), ia harus melakukan
dar awal,
Sebagian ulama kalam berkata bahwa ia dapat langsung kembali
jabatannya setelah ia kembali kepada kehidupan lurus dan
pribadinya, tanpaharus melalui proses pengangkatan dan baiat
karena keluasan kekuasannya dan adanya kesulitan dalam
B Macam yang kedua adalah berhubungan dengan akidah, yaituia
an takwil terhadap sesuatu masalah yang syubhat sehingga ia
an lalewil yang menyalahi kebenaran. Para ulama berbeda
dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwaiadicegah
kdiangkat dan untuk meneruskan jabatannya, dan dengan tindakan-
| maka ia keluar dari jabatan itu. Ini karena hukum kafir yang
an oleh membuat takowil dan bukan karena membuat takwil adalah
danuansormg[aslkkmnwhkukm takowil dengan grang fasik
an karena melakukan takwil juga sama. Banyak ulama Bashrah
pat bahwaiatidak dilarang memanghku jabatan kepala negara dan
ikepala negara itu juga tidak lepas darinya saat ia melakukan takwil
( dan 1a juga tidak dilarang untuk memegang jabatan hakini dan
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Kekurangan yang terjadi pada anggota tubuh ada tiga macan:
kekurangan pada pancaindra,

kekurangan pada anggota ubuh, dan

kekurangan dalam melakukan gerakan,

Kekurangan dalam pancaindra ada tiga macam:

vang dapat menghalangi seseorang untuk menjabat kepala negara,
yang tidak menghalanginya untukmemangiai jabatan kepala negara, dan
kelarangan pancaindra yang diperselisihkan pengaruhnyaterhadap
seseorang urtuk memangku jabatan kepala negara.

Kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang

untuk memangku jabatan kepala negara, ada dua macam:

L
2.

L

hilangnya akal,
hilangnya penglihatan.

Hilangnya akal ada dua macam, yaily sebagai berikul.

Yang terjadi secara temporer dan dapat diharapkan alan segeranor
mal kembali, seperti pingsan, Hal seperti ini tidak menghalang
seseorang untiuk memangku jabatan kepala negara dan tidak pula
membuatnya keluar dari jabatan itu karena halitu hanya terjadi secara
temporal dan segera hilang. Rasulullah saw. sendiri pernah pingsan
pada saat beliau jatuh salat.

Hilang akal yang terus terjadi dan tidak dapat diharapkan akan
sembuh, seperti giladan sakit jiwa. Model penayakit sepertiiniadadua
macam, Macam perlama, hilang akal yang terus terjadi dan tidak pernah
diselingi oleh kesadaran. Ha) ini menghalangi seseorang untuk
memangku jabatan kepala negara dan kontinuitasjabatannya. Jika hal
ini terjadi padanya, jabatan yang ia pegang menjadi batal, setelih
diperiksa secaramendalam dan dokter memberikan kesaksian bahwa
ia memang telah hilang akal Macam kedua, yang diseling oleh
kesadaran dan pada saat itu ia dapat berpikir normal Dalam kasus
sepertl ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan: jika
masa ketidaksadarannya lebih banyak dari masa kesadarannya, 1a
seperti orang yang hilang akal selamanya dan ia dilarang untuk
memangku jabatan kepala negara dan meneruskan jabatannya itu jika
iamemangkunya. Dengan terjadinya hality, ia keluar darijabatannya.
Sementaraitu, jikamasa kesadarannya lebih banyak dar masa hilang
akalnya, ia dilarang untuk diangkal sebagsi kepala negara.

Dalam kasus seperti itu diperselisihkan kontinuitas jabatannya, jika
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intelahmenjabatnya. Ada yang berpendapal, ia dilarang meneruskan jabatan-
nya seperti halnyaiadilarang untuk memegang jabatan ity Jika halitutiba-
fibaterjadi pada masa kepemimpinannya, jabatannya ity otomatis menjadi
batal, karena dengan ia terus memangku jabatan itu maka pengangkatan
orang lain yang berkompeten tidak dapat segera dilakukan, Yang lain
berpendapat hahwa ia tidak dicegah untuk meneruskan jabatannya, meski-
punia tidak boleh diangheat sebagai pejabat karena pada awal pengangleatan
hanis diperhatikan kesehatannya secara sempurna, sementara untuk
keluar dan jabatan itu, disyaratkan jika ada kekurangan yang sepenulinya.
Hilangnya penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk me-
mangku jabatan dan melanjutkan jabatannya Jikahalituterjadi pada masa
jAbatannya, jabatannya ity batal. Ini karenajikaia dicegah unhuk memegang
lrangan untuk memangku jabatan kepala negara lebih besar lagi. Adapun
kanerigalamirabun mata, tidak melihat saat datang malam, ini idak meng-
halanginya unfuk memangku jabatan kepala negars, juga untuk menerus-
kanjbatannya, karena penyaldt seperti ity hanya terjadi pacla saat istirahat
dandiharapkan akan segera hilang. Adapun lemahnya penglibatan, jikaia
miasth mengenall orang saatia melihat orang ity, ini tidak menghalanginya
untuk memangku jabatan kepala negara. Adapun jika ia hanya dapat me-
ngetahuiadanya seseorang, namun dengan penglihatannyaituiatidak dapat
mengenalinya, ia dicegah untuk memangku jabatan kepala negara, baik
untuk dianghat maupun untuk melanjutkan jabatan yang telah ia pegang.

Bagian kedua, kekurangan pada pancaindra yang tidak mem-
pengaruhii tugasnya sebagai kepala negara, ada dua macam: (1) rusak
penciumannya sehingga ia tidak dapat menangkap bau, (2) hilang daya
kecapnya sehingga ia tidak membedakan rasa makanan. Hal ini tidak
‘mempengaryhi seseorarf: untuk memegang jabatan kepalanegara karena
il ity tidak berpengaruh bagi indra perasa kelezatan dan tidak pula
berpengaruh dalam pembuatan kepuhisan dan dalam bekeda.

Bagian ketiga, kekurangan pancaindra yang diperdebatkan
mmmbagmumukmenwnglmphamkepalamada
diss macam, yaitu tuli dan gagu. Kedua kekurangan im menghalangi
‘sestorang untuk diangkat menjadi kepala negara karena dengan ke-
kurangan itu seseorang tidak mencapai kesempurnaan sifat-sifat yang
‘dibutulian untk diangkal sebagai kepala negara.
Diperdebatian apakah orang ying memanghkujabatan kepalanegara
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akan hilang halanya untuk meneruskan tugasnyaitu jikaiamengalami dua
penyakit itu. Sekelompok ulama berpendapat, ia keluar dari jabatan itu
karena dua hal tadi, seperti halnya ia keluar dari kompetensi jabatannya
dengan hilangnya penglihatannya, karena keduanya berpengaruh dalam
pembuatan kebijakan dan dalam bekerja. Kelompok ulama yang lain ber-
pendapat, dengan mengalami dua hal itu ia tidak secara otomatis keluar
dari jabatan kepala negara karena isyarat dapat menggantikan fiingsi ke-
duanya, sehinggaiatidak dapat keluardari jabatan itu kecuali jika mengalami
kekurangan yang sepenuhnya, Sebagian ulama yanglain berpendapat, jika
ia dapat menulis dengan baik, ia tidak keluar dari jabatannya, sedangkan
jikaiatidak dapat memulis, iakehuar darijabatannyaitu karena dua kekurangan
tadi karena tulisan dapat dipahami dengan pasti sedangkan isyarat tidak.
Pendapat pertama dari pendapat-pendapat tadi adalah pendapat yang paling
sahih, sedangkan pelatnya (cadel) lidah dan lemahnya pendengaran untuk
mendengarsuara yang keras, tidak mengeluarkan seseorang dari jabatan-
nya sebagai kepala negara, jika hal itui terjadi di tengah masa jabatannya.
Diperdebatkan tentang boleh-tidaknya mengangkat seseorang menjadi
kepala negarajika ia mempunyai kekurangan dalam duahal tadi: ada yang
berpendapat tidak dilarang karena Nabi Musaa s. saja meskipun lidahnya
tidak pasih, tidak menghalanginya untuk menjadi nabi, tentunya uniuk
menjabat kepala negara kekurangan itu tidak menjadi masalah.

KEKURANGLENGKAPAN ANGGOTA TusuH

Kurang lengkapnya anggota tubuh ada empat macam, yaitu sebagai
berikut.

Pertama, kekurangan yang tidak menghalangi validitas jabatannya,
baik untuk mengangkatnya sebagai kepala negara maupun meneruskan
jabatannya, yaitu kekurangan yang tidak menipengaruhi kemampuan
seseorang untuk membuat keputusan yang benar, juga dalam bekerja dan
bangkit, serta tidak pula menjadikan penampilannya menjijiklzan. Ter-
potongnya kemaluan dan dua buah zakar tidak menghalangi pengangkatan
seseprang untuk menjadi kepala negara, juga untuk mempertahankan
jabatan itu setelah ia memangkunya, karena hilangnya dua anggota tubuh
ini hanya mempengaruhi organ pembuahannya saja dan fidak mem-
pengaruhi pemikiran dan kemampuannyz tunhik menetaplan keputusan,
sehinggaia dilihat seperti orang yang impoten. Allah SWT menyifati Yahya
bin Zakaria dengan hal itu, namun Allah SWT tetap memujinya. Allah SWT
berfirman,

N N ——
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" menjadi ihutan, menahar divi (dari hawa nafsu), dan seorang nabi
fermasuk kefurunan arang-orang saleh.” (Al Imran: 39)

Dalam mengartikan kata hashur dalam ayat di atas ada dua pendapat
berikut ini. (1) Ia adalah impotensi yang membuat seseorang tidak dapat
menyetubuhi wanita, seperti dikatakan oleh Ihnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.
(2) laadalah lakilaki yang tidak memiliki zakar yang dapat menembus
kemaluan wanitaatau bentuk zakar itu hanya seperti benjolan kecil, seperti
dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab. Jika hal itu tidak menghalangi kenabian
seseorang, tentu saja hal itu tidak menghalangi seseorang untuk me-
miangku jabatan kepala negara. Demikian juga jika kedua anak telinganya
terpolong karena kedua anak telinganya itu tidak berpengaruh pada
pemiikiran dan pekerjaannya, dan hal itu juga adalah aib tersembunyi yang
dengan mudah dapat disembunyikan dan tidak tampak.

Kedua, kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang
untuk diangkal sebagai kepala negara atau meneruskan jabatannya, yaitu
kekurangan yang dapat menghalanginya untuk bekerja, seperti hilang
kedua tangannya, atau yang menghalanginya untuk berdiri dan berjalan,
seperti hilangnya kedua kakinya. Orang seperti ini tidak dapat diangkat
menjadi kepala negara dan tidak boleh meneruskan jabatannya karena ia
tidak mampa lagi mergalankan tugasnya yang harus ia jalankan sebagai
kewajibannya atas umat.

Ketiga, kekurangan anggota tubuh yang menghalangi sese¢orang
unhik diangkat sebagai kepala negara, namun diperdebatkan apakah
kekurangan itu dapal mempengaruhi legalitasnya untuk meneruskan
jzbatannyaatau tidak, yaitu kekurangan yang dapat mengganggu sebagian
pekerjaannya atan menghalangi sebagian kemampuannya untuk berjalan,
seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kakinya. Individu
semacam ini tidak sah untuk diangkal sebagai kepalanegam karenaia tidak
mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Adapun jika kekuringan
itu terjadi setelah ia memegany jabatan kepala negara, ada dua pendapat
fugaha tentzng apakah ia masih boleh melanjutkan jabatannya atau tidak.
Pendapat pertama mengatakan bahwa ia harus turun dari jabatannya
sebagai kepala negara karena kekurangan yang ia alami itu adalah
kekursnpan yang menghalanginya untuk diangkal sebagai kepalanegara
maka hal itu juga menghalangi dirinya unfuk melanjutkan jabatan yang
telah ja pegang. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang itu tidak
diturunkan dari jabatannya sebagai kepala negara, meskipun ia tidak boleh
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diangkat menjadi kepala negara karena yang diperhatikan dalam peng-
angkatannys adalah kesempurnaan anggota tubuhnya, sedangkan untuk
menurunkannya baru boleh dilakukan jika ia memang benar-benar telah
kurang anggota tubuhnya secara penuh.

Keempat, kekurangan anggota tubuh yang tidak menghalangi
seseorang untuk meneruskan jabatannya sebagal kepala negara. Diper-
selisthkan tentang apakahia boleh disanglat untuk menjabat kepala negara
atau tidak. Kelkurangan ifu adalah suatu kekurangan yang membuat
seseorang tampak tidak berwibawa dan terlihat buruk, namun tidak
mengganggu pekerjaannya dan kemampuannya untuk begalan, seperti
ujung hidungnya terputus dan salah satu matanya buta. fa tidak diberhenti-
kan darijabatannya sebagai kepala negarajikaia mengalami hal itu, setelah
ia diangkat secara resmi sebagai kepala negara, karena hal itu tidak
berpengaruh sama sekali terhadap tugastugas kepemimpinan negara.
Akan tetapi, apakah erang yang mempunyai kekurangan sepertiitu dapat
diangkat sebagai kepala negara alau tidak, ada dua pendapat fugaha dalam
masalahini. Pendapat pertama mengatakan bahwa kekiirangan seperti itu
tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai kepala negara dan hal itu
tidak termasuk syarat-syarat yang menentukan bagi seseorang untuk
memangku jabatan itu karena hal itu tidak mempengaruhi pekerjaannya
sebagai kepdla negara. Pendapat kedua mengatakan bahwa kelourangan
sepertiitumenghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara
dan kesempurnaan anggota tubuh dari kelurangan seperti itu adalah
syaral yang diperlukan dalam mengangkat seseorang untik memangku
Jabatan kepala negara, sehingga kepala negara terbebas dari aib dan
kekurangan yang membuat cela dan mengurangi wibawanya. Dengan
berkurang wibawanya, masyarakat enggan untik tunduk kepadanya.
Sesuatu yang dapat membawa pengaruh seperti itu adalah suatu bentuk
kekurangan dalam menunaikan hak-hak umat.

KexuranamAMPUAN KErALA NEGARA UNTUK BERTINDAK

Bentuk ketidakmampuan kepala negara untuk bertindak ada dua
miacam, yaitu hajr terkuasai’ dan gahr ‘tertawan’.

Pengertian hajr adalah jika pernbantu-pembantunya menguasainya
dan merebut kendali pemerintahan darinya, namun mereka tidak mem-
pertihatkan kemaksiatan dan membuat kesulitan terhadap masyarakat. Hal
itutidak menggugurkan jabatannya dan tidak merusak legalitasjabatannya.
Alean tetapy, harus diperhatikan tindakan orang-orang yang menguasai
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pemerinfahannya itu. Jika berjalan sesual dengan hukum agama
Keadilan, in boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan kepala negara.
dilakukan agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan urusan
agama, yang dapat membuat kerusakan umat. Jika tindakan-
yang mereka perbuat telah keluar dar rel tuntunan agama dan
ia tidak boleh diakui dan harus dimintakan pertolongan pihak
dapat menangkapnya dan menghapuskan hegemoni kekuasaannya.
- Adapun gakr adalah jika kepala negara jatuh dalam tawanan musuh
dan ia fidak dapat membebaskan dirinya dari penawanan itu. Hal itu
mémbuatnya tidak dapat diangkat menjadi kepala negara karena ia tidak
limgkindﬂ:laimnplankan tugas jabatannya untuk mengatur urusan
kaum muslimin, baik musuh yang menawannya itu adalah kalangan
misyrikin maupun kaum muslimin yang memberontak. Umat dapat
mermilih calon lain dar individuindividu yang mempunyai kompetensi

Jika kepala negara jatuh ke dalam tawanan musuh setelah iadiangkat
- menjadi kepala negara, seluruh umat harus menyelamatkannya karena
* dengan kepemimpinian yang ia pegang itu kaum muslimin berkewajiban
. untukmenyelamatkannya, selamaia tetap memegang jabatan ity danmasih
ada harapan untuk membebaskannya, baik dengan perang maupun
denganmenehus. Adapun jika tidak ada harapan untuk dapat dibebaskan,
 perly dilihat siapa pihak yang menawannya, apakah kaum muslimin
anukah kaum musyrikin.

Jika ta berada dalam tawanan kaum musyrikin, ia keluar dari ke
pemnimpinannya karena tidak ada harapan untuk selamat dan para pemilih
harus kembali melakulan pemilihan kepala negarayang baru. Sementara
‘it jika kepala negara menyerahkan mandatnya kepada seseorang saatia
ditawan, harus diperhatikan mandatnya ifu; jika hal itu dilakukan setelah
titlak ada Harapan baginya untuk menyelamatkan dirinya, penyerahan
-mandat itu batal karena penyerahannya dilakukan setelah ia keluar dari
jabatannya sehingga mandamya tidak sah, sedangkan jikaia menyerahkan
mandatitu sebelum habis harapan untuk selamat, saatia diharapkan masih
Iisadiselamatkan, mandatnya itu sah karenajabatannya masih mempunyai
kekuatan hukum dan mandat yang ia berikan kepada orang kedua itu
menjadi berfungsi saat kepala negara yang lama tidak dapat diharapkan
untuk selamat dari tawanan karena saat itu jabatannya menjadi gugur.
Seandainya ia dapat selamat dari tawanan itu setelah ia menyerahkan
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mandat jabatannya, harus diperhatikan tentang keselamatannya itu; jika
hal itu terjadi setelah habis harapannya untuk selamat, ia tidak lagi
memegang fungsi jabatannya karenaia telah keluar dari jabatannya itu saal
menghadapi kenyataan tidak ada harapan untuk selamat dan jabatan iu

telah berpindah kepada penerima mandat. Adapun jika ia selamat dani
tawanan sebelum putus harapan, ia tetap berada dalam jabatannya dan
mandat yang i serahkan kepada orang kedua itu tetap berdaku, meslapun

saat it tidak langsung menjadi kepala negara.

Adapun jika ia tertawan oleh pemberontak vang beragrama Islamdan
ia masih mempunyai harapan untuk bebas, ia tetap berada dalam jabatan-
nya, sedangkan jika ia tidak dapat diharapkan bebas, kondisi para pens
herontak itu mempunyai dua kenmngkinan. Perfama, mereka mengangkat
diri mereka sendin sebagai kepala negara atau tidak. Jika para pen-
berontak itu tidak terorganisir dan tanpa pemimpin, kepala negara yang
berada dalam tawanan mereka tetap berfungsi sebagai kepala negara
karena baiat jabatannya juga berlaku bagi para pemberontak yang
menawannyaitu dan mereka wajib taat kepadanya, dan kepala negarayang
terlawan oleh merekaitu statusnya seperti sedang beradadalam linghung-
an warga negara yang lainnya, jika para pemberontak yang menawannya.
itu berada dalam kepungan. Kedua, dewan pemilih dapat menunjuk
seseorang yang menjadi pejabat sementara untuk menjalankan fungsi
kepala negarajika kepala negaraitu tidak dapat menunjuk seseorang yang
dapal menggantikannya untuk sementara: Adapun jika kepala negara
masih mampu, orang yang i tunjuk menjadi orang yang paling berhak
untitk menjalankan jabatannya. Jika kepala negara yang sedang ditawan
itu menurunkan dirinya sendiri atau ia mati dalam tawanan, pejabat
sementara yang ditunjuk itu tidak langsung menjadi kepala negara yang
sah karena ia adalah penggant sementara atas orang yang masih hidup,
maka jabatannya itu gugur dengan gugurnya jabatan pejabat yang
memberikan tugas kepadanya. Jika pemberontak itu telah mengangkat
pemimpin dan kalangan mereka sendiri dan mereka telah membaiatrya
sebagal kepala negarma mereka serta mereka tunduk kepadanya, kepala
negara yang berada dalam tawanan mereka itu keluar dari jabatannya
sebagai kepala negara karena ia telah putus harapan untuk diselamatkan
kembali dan karenapara pemberontak itu telah berada dalam suatu daersh
yang telah keluar dari jamaah kaum muslimin, dan mereka telah keluar
dari ketundukan kepada pemerintahan pusat. Sementara itu, wanga negara




- N

Bab 1: Bengangkotun Kepolo Negore. 47

yang tidak memberontak tidak dapat membelanya dan kepalanegarayang
berada dalam tawanan itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas
- mereka. Dalam situasi sepertiitu, para pemilih di wilayah negarayang tidak
-memberontak hendaknya mengangkat kepala negara yang baru yang
~mereka sepakali. Jika kepala negara yang lama itu dapat bebas dari
tavanan,iatidak lagi menjabat sebagai kepala negara karenaiatelah keluar
dar jabatan itu.

Penutup

* Setelah Kami jelaskan seluk-beluk hukum yang berhubungan dengan

jahatan kepala negara serta wewenangnya dalam mengatur negara dan

 memimpin umat, berikut ini adalah penjelasan tentang wewenang yang

“dimiliki oleh para pejabat yang menjadi pembantu kepala negara dalam

“menjalankan pemerintahan.

'l Pejabat yang kewenangannya umum dalam mengatur masyarakat
secara urnum. Mereka adalah para menteri. Ini karena mereka
diangkat sebagai pembantu dan wakil kepala negara dalam mengatur
urusan-unisan negara tanpa pernbatasan.

2 Pejabat yang wewenangnya umum, namun dalam lingkup teritorial
lertentu, Mereka adalah para gubernur dan bupatl. Ini karena
wewenang yang mereka pegang masing-masing adalah secara khusus
bagi suatu wilayah tertenty, namun mereka memiliki wewenang

- umum bagi wilayah itu.

3. Peabatyang kewenangannya khusus dalam lingkup teritorial umum.
Mereka adalah hakim agung, panglima angkatan bersenjata, penjaga
perbalasan negara, pernungut kkaraj pajak, dan permungut zakat. Ini
tertentu dalam seluruh tugas mereka itu.

4 Pejabat yang kewenangannya terbatas pada bidang tertentu dan

dalam lingkup teritorial tertentu pula, Merekaadalah hakim provinsi

atau daerah tertentu, penarik pajak provinsi itu, pemungut zakat
provinsi itu, penjaga perbatasan provinsi itu atau komandan tentara

{polisi) wilayah itu. Ini karena mereka masing-masing mempunyai

wewenang khusus dan daerah yang khusus pula. Masing-masing

pejabat itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menentukan
validitas pengangkatannya sehingga ia dapat menduduki tugasitu.

* ¥ ¥
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PENGANGKATAN MENTERI

ementerian ada dua macam: kemenlerian tafwidh
'menteri mandatans/perdana menten' dan kementerian
tanfidz "menteri eksekufif,

Kementerian tafwidh 'perdana menteri’ adalah menteni
vang diangkat oleh kepala negarauntuk kemudian kepadanya
diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut
kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-ke-
putusan dengan fjthadnya sendir. Kementerian seperti ini
tidak dilarang.

Tentang hal ini, Allah SWT berfirman, menceritakan
tentang Nabi Musaas,

"D jadikanlah untukku seorang pembaniu dari keluargaky,

(yaitu) Harem, saudaraku, teguhkanioh dengan dia kekuatan-
ku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.” (Thaahaa:
29-32)

Jika hal itu boleh bagi nabi, bagi pemimpin negara tentu
lebih boleh lagi karena wewenang yang diemban oleh kepala
negara untuk mengatur kemaslahatan umat tidak dapat di-
laksanakan sendirl. Oleh karena ity, ia perdu mengangkal
(perdana) menteri dan pejabat yang dapat membantunya untuk
menjalankan tugas pemerintahian. Mengangkat menteri yang
menjadi pembantunya dalam mengatur urusan negara, lebih

48 Hukum Tato Hegoro don Keperimpinon
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syarat-syamtsepernymgharmmpcm]nolehkepalanegam,
syaral nasab saja yang tidak harus dipenuhi. Karena ia harus

s y‘angﬁmhlllnharuamenﬁ]ikikritﬂ'iaseomngmujlahid.
smemenuhi syarat lain yang tidak dituntut bagi kepalanegara,
merniliki kompetensi terhadap tugas yang diembankan
seperti bagaimana mengatur strategi perang dan bagaimana
;1a harus memilild pengalaman dan kemampuan tentang dua
i dan mengetahui rinciannya karena kadang-kadang ia harus
nkan langsung tugas itu dan terkadang pula menugaskan pihak
fa ticdak dapal memilih petugas dan pejabat yang kompeten kecuali
memang berasal dan kalangan mereka. la juga tidak dapat men-

lugasnya dengan baik jika kemampuannya kurang dari mereka.
eseorang telah memenuhi syarat ini, ia dapat diangkat menjadi
8) menteri dan ia pun dipercaya akan dapat menjalankan tugas-
politik dengan baik.

AlMa'mun menulis tentang bagaimana ia memilih menteri,

“Aku mencari seseorang yang akan aku berikan jabatan ini; yaitu
segrang lelaki yang memiliki sifat-sifat kebaikan, akhlalmya bersih

 dan prrangainyalurus, ia telah terdidik dengan baik dan matang oleh
* pengalaman. Jika ia diberikan rahasia, ia akan menyimpannya, dan
! jika diberikan tugastugas penting, ia akan menjalankannya dengan
- baik. laberdiam diri karena sifat pemaafya dan diderong bicara oleh
Hnnmmdanmsegeramﬂnaha:mmsalahdengmhaxmpandangan

1 tidak menjual nasib hari ini dengan kerugian hari esok. [adapal
menarik hati manusia dengan keluwesan diplomasinya dan pem-
bicaraannya yang bagus.”
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Jika sifat-sifat ini terkumpu! dalam diri seorang pemimpin yang
memegang tampuk pemerintahan (dan sedilit sekali orang yang'
mencapai kesempuirnaan sifat-sifat ini), jabatan yang ia pegang akan
menebarkan kebaikan bagi seumamngdankebgaksnyangmwmsl_m
akan tampil sermpurna. Jika sifat ini tidak terpenuhi, kebaikan juga salil
terpenu}ﬂdankehuakan}mgmtemplmnhlgaﬁdaksmpuma]ﬂmm
syaratini idak termasuk syarat-syarat agama, ia adalah bagian dan syart
syarat politik yang bercampur dengan syarat-syarat agama karenaia
berkaitan dengan kemaslahatan umat dan kebaikan agama. ]

Jikasyaratuulerpmu]upadadmsesecmngyangbahakmemmm
jabatan itu, validitas pengangkatannya itu terwujudkan dengan peng-
angkatan resmi sang khalifah yang menganglmm;m sebagai menteni

tugasitu dan memberikan izin kepadanya untik menjalankan wewenang:

niva, secara hukum hal itu tidak secara otomatis menjadi ]

dirinya sebagai menteri. Meskipun sering digunakan oleh mrapejabﬂ.

baik kepala negara maupun gubernur provinsi, ia tetap membutuhkan

pengangkatan resmi sebagal menteri, yang redaksional pengangkatannyz

mengandung dua hal:

1. pemberian wewenang secara umum,

2. pemberian mandat sebagai pembantu tugas kepala negara atau
gubernur provinsi.

Jika redaksional yang disampaikan kepadanya hanya mencakup.
pemberian wewenang secara wmim, saat itu masih belum dapat dipastikan
apakah tugas yang diembankan kepadanya adalah tugas umum atay
demikian, ia belumdapat dikatakan sebagai menteri yang sah. Sementar.
ituy, jika redaksional yang disampaikan kepadanya mengandung dua il
tadi, ia secara resmi telah diangkat sebagai menteri, Penyatuan dua hal tadi.
terjadi dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunalan redaksional
pengangkatan yang mirip dengan sifat hukum akad, yaitu jika kepals
negaramengalakan kepadanya, "Aku berikan kepadamu wewenang yang
ada padaku untuk mewakili diriku dalam menjalankan tugas negara” ia
telah sah diangkat sebagai menteri karena dalam redaksional itu telah
terkandung pemberian wewenang umum dan perwakilan dalam mes-
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i muqalanlmnammahynngak‘u m&‘ﬂﬂg"jabamnl-mmentmamm

empunyai kemungkinan untuk dijabatnya karenadalam redaksional itu

tukmdxmgduahaLyaﬂupembenanwweuangumumdanpep
Akan tetapi, redaksional seperti itu dapat pula mengandung
inkementeria nundaksahn{uahatole}mw!mrenamdakmonal
.dlucapkan itu hanyalah sebuah izin yang harus didahuli oleh
rahan jabatan, dan suatu izin dalam pandangan hukum akad tidak
at suatu akad menjadi sah. Akan tetapi, jika kepala negara berkata,

Aku telah jadikan engkau wakilku untik menjalankan mandat yang aku

"kementerian itu sah dijabat olehnya karena redaksional itu tidak

he mengandung izin, namun juga sudah mengandung akad dan

3 pbam&dammilmkepalﬂnegmhu_be:!iata! "Lakukanlah

Mmmmmmd&n@nnﬂw

lambahan redaksional yang menghilangkan kemungkinan-ke-
ghinan lain itw. Akan tetapi, dalam bentuk redaksional, penyerahan
al penguatnya dengan redaksional akad secara umum, Hal itu

sebabkan oleh dua hal berikut

. Di antara kebiasaan mereka adalah mencukupkan dif dengan
mlmtﬂﬂredalmmalmsedﬂutsetunmmemam kebiasaan
Aersendiri bagi mereka. Barangkali mereka merasa berat untuk
berbicara panjang lebar sehingga merasa cukup dengan memberikan
syaratisyaral dalam redaksional mereka

HKarenamereka sedikit melakukan akad maka indikasi-indikasi yang
menyertai ucapannya itu dapal menuntun kepada tujuan yang
dimaksud dalam redaksional yang ia ucapkan itu, tanpa mener-
jemahkannya kepada pengertian-pengertian lain yang juga ter-
kandung dalam redaksionalnya itu. Ini jika dilihat dari satu segi.

Dari segi lain, berdasarkan jabatannya itu, ia seperti berkata, "Aku
mdl]canmuseha.gmmmtm dan menjadikanmu sebagai pem-
w dalam menjalankan tugas kenegaraan.” Dengan demikian,
itérian ftu sah dijabat oleh orang yang diserahkan tugas itu karena




-

52 Hukue Tato Negora dor Kepesimpinan)

redaksionalnyait ia telah menyatukan antara keumuman wewenang yang
diberikan kepadanya, yaitu dengan perkataannya, "Aku telah men-
jadikanmu sebagai menteriky,” karena wewenang menteriadalah umum,
dan pemnberian tugas kepadanya untuk menjadi pembantunya dalam
menjalankan tugas kenegaraan, yaitu dalam perkataannya, "Dan aku
menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas ke
negaraan.” Dengan redaksional seperti itu, jabatan kementerian yang ia
terima berubah dan kementerian tanfidz menjadi kementerian tafioidh

Jika ia mengatakan, "Aku telah limpahkan kepadamu tugas ke-
menterian ini,” pengangkatannya sebagai menteri fafuwidh dapat terjadi
dengan redaksional itu karena disebutnya kata "pelimpahan” dalam
redaksional itu membuat jabatan kementerian yang ia terima itu berubah
dari kementerian fanfidz menjadi kementerian tafwidh. Akan tetapi,
penyerahan jabatan kementerian fafwidk itu juga dapat memiliki ke-
mungkinan tidak terjadi dengan redaksional seperti itii karena pelimpahan
tugasitu hanyalah bagian daritata cara hukum kementérian itiy, sehingga
ia tetap membutuhkan pengangkatan secara resmi terlebih dahulu,
Kemungkinan yang pertama dan dua kemungkinan itu lebih dekat kepada
kebenaran. Dengan demikian, jika kepala negara berkata kepadanya,
"Kami telah limpahkan kepadamu jabatan kementerian ini,” akad atau
penyerahan jabatan itu sah. Ini karena para peiabat mengungkapkan dirl
mereka dengan kata plural (kami) dan merasa berkeberatan untuk
menisbatkan sesuatu kepada diri mereka, sehingga mereka meng-
ucapkannya secara umum dan menggunakan redaksional, "Kami telah
serahkanjabatan itu kepadamu. ™ Redaksional itu sama dengan redaksional,
"Aks telah serahkan jabatan itu kepadamu.” Kata yang ia gunakan yaitu
"kementerian” yang bermakna "kementerianku”. Ini adalah ungkapan
yang paling jelas yang membuat kementerian tafwidh secara sah diberikan

ada seseorang.

Adapun selain kepala negara atau raja, jika ia mengungkaplkan diri
mereka dengan ungkapan plural seperti itu dan tidak menisbatkannya
secaralangsung kepada dirinya, redaksional sepertiitu tidak berkekuatan
hukum karena tidak sesuai dengan penggunaan redaksional yang lazim
dipakai. Adapun jika kepala negara berkata, "Aku telah angkat englau
sebagai menterilny,” atau "kami telah angkaw@musebagm menten,” ia
tidak menjadi menteri tafwidh, hingga kepala negara m
dengan ungkapan yang memberikan pengertian bahwa jabatan yang id

: i
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berikan itu adalah kementerian ffwidh. Ini karena Allah SWT berfirman
tenlang Nabi Musaas,

I w2 et

< L e 303 T THRE G &To‘.wddad;
L AL
"Danjadikanlah untukku seorang pembanitu dart keluargaku, (yaitu)

Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan
Jodikanlah dia sekutu dalam urusanke.” (Thashaa: 29-32)

la tidak semata-mata menyebutnya sebagai menteri (pembantu),
namun juga mengiringinya dengan tugas sebagai peneguh kekuatannya
dan sebagai sekuiu yang membantu urusan dan tugasnya. Halini karena
kata wizarah ‘kementerian’ berbeda-beda akar katanya, yaitu mempunyai
kannnghmndﬂmﬁ]kmdmm]ﬂnmﬂldmhgaasa]kaﬁabmhﬂm

Kata itu diambil dari kata alwizr berat’ karena ia dibebankan oleh

kepala negara untuk memiloul sebagian beban kepala negara.

2 Kataitu diambil dari kata al-wazar tempat berlindung’. Di antara
penggunaannya adalah seperti terdapat dalam firman Allah SWT,
"Sekalikali tidak! Tidak ada tempat berfindung!” (al-Qivaamah: 11)
Artinya, bdak adatempat berlindung, makaia dinamakan seperti itu
karena kepala negara membutuhkan pendapat dan bantuannya.

3 Kataitu diambil dan kata alazar ‘punggung’ karena kepala negara
menjadi kuat dengan bantuan menterinya, seperti kuatnya tubuh
dengan adanya tulang punggung. Dari makna-makna mana pun
diambil kata wazir (menteri) itu, tidak ada satu pun darinya yang
menunjukkan bahwa ia dapat bertindak otoriter dan menguasai
penuh wewenang yang ia pegang.

Legaumas Japaran KEMENTERIAN TarwioH PERDANA MENTERI
DAN PERBEDAAN JABATAN Ini DENGAN JABATAN KEPALA NEGARA
Telah dijelaskan apa yang dapat mengesahkan penganghkatan menteri
lafiwidh. Pelaksanaan wewenang jabatan ini-meskipun wewenangnya
umum-terikat dua syarat, yang menjadi pembeda antara kepala negara dan
Pertama, khusus untuk perdana menteri; ia berkewajiban untuk
memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah
iabuat dan tindakan yang telah ia laksanakan, seperti pelaksanaan suatu
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tugas atau pengangkatan pejabat baru, sehingga ia tetap berada dalam
konirol kepala negara dan tidak menjadi institusi yang independen atay
menyerupal wewenang kepala negara.

Kedua, khusus untuk kepala negara; ia berwenang memeriksa
kegiatan perdana menten dan kebijakankebijakan yangtelahiabuat, untuk
memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar, serta mengoreksi apa
yang tidak tepat dan tidak benar karena pembuatan kebijakan bagi umal
adalah wewenang kepala negara dan diserahkan kepada jtihadnya.

Perdana menteri boleh menetapkan kebijakan sendiri dan meng
angkat pejabal-pejabat baru yang diperhikan, sebagaimana halnya dilaku-
kan oleh kepala negara karena syarat-syarat yang diperlukan untuk
menetapkan kehijakan sendir telah dipenuhi olehnya. [a juga boleh
memeriksa kasus dan pengaduan-pengaduan untuk kemudian mem-
berikan intruksi bagi penyelesaiannya karena iamempunyai syarat-syarat
kompetensi untuk menanganinya. lajuga boleh memimpin pasukan jihad
sendinian dan boleh mengangkat panglima jihad itu karena syarat-syarat
pemegang kendali jihad ada padanya. la juga beleh melaksanakan
langsung kebijakan-kebijakanyangiatetapkan, juga untuk mendelegasikan
pelaksanaannya, karena syaraksyarat kompetensi membuat keputusan dan
membuat kebijakan ada pada dirinya.

Seluruh yang boleh dilakukan oleh kepala negara, holeh pula
dilakukan oleh perdana menteri, kecualitiga perkara. Perfama, memberi
mandatkekuasaan kepala negara karenakepalanegara dapat memberikan
mandat yang ia pegang kepada siapa yang ia nilai pantas, sedangkan
perdana menteri tidak memilild wewenang itu. Kedua, kepala negaradapat
mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan pemerintah,
sedangkan perdana menteri tidak dapat melakukan hal itu. Kefiga, kepala
negara dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh perdana
menteri, sedangkan perdana menteri tidak dapat memberhentikan pejabat
yang diangkat oleh kepala negara.

Selain ketiga hal ini, wewenang jabatan fafwidh yang ia terima itu
membolehkannya untuk membuat kebijakan sendiri dan memberikan
legalitas tindalannya. Jika kepalanegara menentang kebijakan yang telah
ia buat, seperti keputusan hulaum yang telah diputuskan atau harta yang
telah diberikan kepada yang berhak, yang telah ia putuskan dengan
iitihadnya, tidak boleh dibatalkan dan harta yang telah diberikan kepada
pihak yang berhakitu tidak boleh ditarik kemnbali. Adapun dalam masalah

T —
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an pejabat atau pengatiran tentar serta penyusunan strategi
kepala negara boleh menentangnya, dengan memberhentikan
yang telah ia angkat, membatalkan pengerahan tentara sesuai
akan yang ia fihat, dan menyusun ulang strategi perang yang lebih
'lll.iknrem kepalanegam boleh melakukan koreksi atas dirinya

kermudian perdana menteri mengangkat orang lain untuk
BN yang sama itu, patutlah dilibat siapa yang lebih dahuls meng
alt pejabatity; jika kepala negaralebih dahutu mengangkatnyn, pejabat
a angkat lebih berhak menangani pekerjaan ity dan pejabat yang
toleh perdana menteri tidak mempunyaj wewenang. Adapun jika
katan pejabal oleh perdana menterd itu lebih dahulu dan kepala
mwmﬂmdmwmu.ww@wwabalm
tukan pleh kepala negara ity adalah juga bermakna pemberhentian
pertanﬁyanglelah dianghat oleh perdana menteri dan peng-
bagi pejabat yang baru ity, sehingga pejabat yang kedua yang
kepalanegara itu sah, sedangkan yang pertama tidak. Jikakepala
fidak mengetahui pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh
‘menter, pengangkatan oleh perdana menteri itu lehih kuat dan
pejabat yang pertama sah, bukan yang kedua. Ini karena jika
gkatanyang kedua itu dilakukan karena tidak tahutentang adanya
anyang pertama, Gdaklah menjadi suatu pemberhentian bagi
yang diangkat pertama itu.
Sebagian ulama sahabat Imam Syafi ra. berpendapat bahwa pejabat
diangkat pertama ifu tidak otomatis diberhentikan, jika kemudian
negara mengangkat pejabat lain, meskipun ia tahu adanya peng-
atan pejabat yang pertama itu, Ia baru berhenti dari jabatannya jika
diberhentikan secara resmi. Pemberhentiannya itu dengan cara
ntian resmi, bukan secara otomatis terjadi dengan adanya
glcatan pejabat kedua. Dengan ini, jika dalam wewenang jabatan ity
dapaldiurusdehdl.la pejabat, pengangkatan keduanya sah dan
wewenang secara bersama atas jabatan itu, se-

snitikan siapa yang iamau dan mengesahikan siapayang 1amau.
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Jika perdana menteri yang mengurus penyelesaian masalal ini, ia
boleh memberhentikan pejabat yangia angkat sebelumnya, namun ia tidak
dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala negara.

HukuM DAN SYARAT-SYARAT KeMENTERIAN TANFIDZ

(Menmert Exsexumie)

Status hukumn kementerian fanfidz lebih lemah dan syarat-syaratnya
lebih sedikit karena wewenang jabatan itu terbatas pada menjalankan
periniah dan kebijakan kepala negara. Menteri ini berperan sebagai me
dium antara kepala negara, rakyat, dan para gubernur. la melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh kepala negara, menjalankan apa yang
diinstruksikannya, mewujudkan apa yang telah diputuskannya, mem-
beritahukan pengangkatan para gubernur, menyiapkan tentara, dan
melaporkan kejadian-kejadian yang berkembang. Ia adalah pembanty
dalam melaksanakan urusan-urusan, bukan sebagai pemimpin atasnyadan
tidak pula sebagal pemegang wewenang atasnya. Jika ia dilkutsertakan
dalam pembuatan keputusan, ia lebih tepat disebut sebagai menter],
sedanglan jika ia idak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan itu,
ia lebih pantas disebut sebagai mediator dan dutz. Kementerian ini tidak
membutuhkan pengangkatan resmi, namun yang terpenting dalam
tugasnya adalah adanya izin. Pejabat kementerian ini juga tidak dituntut
untukmelengkapi syarat kompetensi, seperti status merdelca dan keilmuan
karenaiatidak memegang wewenangnyasecaraindependen dan tidak pula
diangkat secara resmi sehingga membutuhkan status merdeka. Ia juga
tidak boleh membuat keputusan hukum karena jika demikian ia mem-
butuhkan kompetensi kellmusan. Akan tetapi, tugasnya hanyaterbatas pada
dua hal: memberikan laporan kepada khalifah atau kepala negara dan
menjalankan tugasyang diembankan oleh khalifah. Dalam melaksanakan
tugas ity, ia harus memperhatikan tujuh sifat berikut.

1. Iz memiliki sifat amanah sehingga ia tidak mengkhianati apa yang
telah amanahkan kepadanya dan tidak pula berbuat korup dalam
tugasnya.

2. Jujur ucapannya sehingga berita yang disampaikannya dapat di-
percayai dan ia menepati larangan yang ia ucapkan sendir.

3. Sedikitambisinya sehingga ia tidak mudah disuap dalam tugas yang
ia jalankan dan tidak pula bersikap terlalu mermnudahkan sehinggaia

tertipu.
4. lamemelihara dirinya dari pengaruh permusuhan dan kebencian
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lamengingat apa yang dilaporian kepada kepala negara dan tugas
- atauinformasiyang disampaikan oleh kepalanegara. Ini dibutihkan
karena ia adalah saksi bagi dan atas khalifah.

- [amempunyai kepandaian dan kecerdasan sehinggaiatidak gamang
. dalam melihat masalah sehingga mudah terkecoh. Selama ia belum
‘dapat melihat masalah dengan benar, ia belum boleh menjalankan
sty tugas,

1a tidak termasuk orang yang senang mengikuti hawa nafsunya
-sehingga hawa nafsu it mengeluarkannya dari kebenaran kepada
kebatilan dan iatidak dapat membedakan antara pembuat kebenaran
dengan pembuat kebatilan, Ini karena hawa nafsu adalah penipu hati

saw, bersabida,
ol LN p i

*Kecmtaanmu terhodap sesuatu membuatmu buta dan tuli (fer-
hadap kesalahan dan kekurangan sesuatu itu)."?

Jika menteri ini terlibat dalam pembuatan keputusan, ia mem-
Mkmshkeddammymmkeahﬁandanpengslamanyangmmhm
diadapat menghasilkan pendapat yang benar dan kebijakan yang tepat. Ini
i:mnt.’eng‘anaianyapenga]amm ity, ia dapat memprediksi akibat yang
akan terjadi dengan adanya suatu kebijakan. Adapun jika ia tidak terlibat
dalam pembuatan keputusan ini, ia tidak membutuhkan sifat yang
- kedelapan ini, meskipun akhirnya ia akan mendapatkan kemampuan itu
dengan berjalannya wakiu dan seringnya menghadapi kejadian-kejadian

. 7 Hadits dhaifini dirswayatkan olsh Ahmad (5/194) dan (6/650), Abdullah bin Hamid dalum
 ahMuintakhab minal-Mussad (205), Abu Dawud (5130), Bubhari dalem of Torikh ol-Kabir (2/1/
157), Dl dakim ek Kuma wal-Asmio (1/101), el Fasawi dalam ol-Ma'rifak st Tarikh (2/328),
Thabrani dalam Mussad asy-Syamiyin (1454) dan (1468), Tona Adi dalam ol-Kamil (2/472), a-
 QuithaT dilarn Musward asy-Syibab (219), dari jadar jainn periwayatan dari Abi Balar bin Abi Maryam,
dari Khalid bin Muhamad ateTsaqafi, dari Bilal bin Abi Darda. dart Abi Darda.

Abu Balar bin Maryim adalah periwayat yang dhaif (lemah). Hadits ini jugs disiway
M&n%lllﬂdmphhmmmndlhmmhnnhmmmlm
yung fibicarnban (atau diragukan),

I
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dalammenjalankan jabatannya itu. Jabatannya itu tidak boleh dijabat oleh
seorang wanita meskipun beritanya dapat diterima karena jabatan itu
termasuk jabatan yang dilarang untuk diduduld oleh wanita. Hal ini
berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

4 Ef';-l ‘_41 P e e ‘cﬁf G |

"Suafu bangsa tidek akan mendapatkan keberimtungan jika mereka
menyerahkan urusan negara mereka kepada wanita. i

Berlalunya larangan ini karena kemampuan menghasilkan pendapat
yang tepat serta ketangguhan sikap tidak dimilila oleh wanita. Wanita juga
tidak diperbolehkan untuk tampil di muka umum.

KeBoLEHAN MEMBERIKAN JaBATAN MENTERI TANFIDZ
(MenTER! EXSEXUTIF) KEPADA SEORANG AHLI DZIMMAH
pAN Tipak BoLer MEMBERIKAN Jasatan MenTeri TAFWIDH
(Perpana MenTer1) KEPADANYA
Jabatan menten farfidz ini boleh diduduki oleh ahls dzsmmah,
meskipun mereka tidak boleh menjabat menteri tafividh.
Perbednan antara Kementerian Tafwidh dan Kementerian Tanfidz
Perbedaan antara kedua jabatan menteriini berdasarkan perbedaan

duawmmngpbatanm.l yang terdin atas empat segi berikut. ]
Menten tafividh boleh memutuskan hukum dan memenksa penga-
duan, sedangkan menteri tanfidz tidak mempunyai wewenang ini.

2. Menten tafividh boleh menganglkat pejabat dengan kebijakan sendiri,
namun hal itu tidak boleh dilakukan oleh menteri tanfidz |

3. Menteri tafiwidh boleh secara independen memerintahkan tentara
untuk bergerak ke medang perang dan mengatur strategi perang,
sedangkan menteri tanfidz tidak memiliki wewenang itu.

4. Seorang menteri fafwidh boleh bertindak terhadap harta yang
terdapat dalam baitul-maal, baik untuk mengambil apa yang menjadi
haknyz maupun membayar kewajiban yang harus ditunaikan kepada |

)

# Hadits diriwayatian oleh Buldiar (4425) dan (7099) dengan redalol,

(}f‘r"rha’.lrr"c**.!)
"Suatu kaum {bangsa) tidak akan berjaya jika hkan tampuk k i |

kepoda wanila " Hadits ini berasal Abi Bakrah

__E
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baitul-maal, sedangkan menteritanfidz tidak mempunyai wewenang

untik melakukan hal itu.

Adapun selain keempat hal ini, tidak ada yang menghalangi ahly
drmmah untuk menjabatnya, kecuall jika ia sengaja mempersulit urusan
birokrasi pemerintahan, ia tidak diperbolehkan melakukan hal itu

Karenaempat perbedaan wewenang inilzh, keduanya berbeda syarat-
syaratnya Ada empat perbedaan syarat bagi kedua macam kementerian
if, yaity sebagai berikut.

Status merdekadijadikan syarat bagi seseorang yang akan menjabat

mienteri fafividh, sedangkan bagi mienteri fanfidz halitu tidak dijadikan

syarat.

Syarat beragamia Islam diwajibkan bagi individu yang akan menjabat

menter tafwidh, sedangkan untuk menteri tanfidz syarat ini tidak

dituntut.

Penguasaan akan hukum-tukum syariat dijadikan syarat bagi menteri

lafwidh, sedangkan bagi menteri tanfidz hal itu tidak dijadikan syarat.

individu yang akan menjabat menteri tafwidh, sedangkan bagi menteri
tanfidz hal ity tidak dijadikan syarat. :

Kedua jabatan itu berbeda syarat-syarat pengangkatannya dalam
empatbidang dan keduanya juga berbedawewenangnya dalam empat segi,
pamun selain keempat halify, kedua jabatan itu mempunyai hak-hak dan
syart-syarat yang sama.

Keraia NegarRA Boien MENGANGKAT Dua MenTeri Tanrmz
unTUK Bekerja SECARA BeErsAMA ATAU BEKERJA SECARA
SENDIRIFSENDIRY

Kepala negara (khalifah) boleh memangkat dua menteri tanfidz
‘secara bersamaan atau sendirian, namun fidak boleh mengangkat dua
menteritafividh secara bersamaan. Ini karena wewenang menten fafwidh
adalah umum sehingga tidak dapat dijabat oleh dua orang. Hal imi
sebagaimana tidak bolehnya mengangkat dua kepala negara karena
keduanya kernungkinan bertentangan dalam memutuskan sesuaty, dalam
membatalkan sesuaty, juga dalam mengangkat seseorang alay menurun-
kannya. Allah SWT berfirman,

“Sekirarya ade di langit dan di bumi tuhan-fuhan selain Allak,

tentulah keduanya itu telah rusak binasa...." (al-Anbiya’: 22)
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mungkinan, yaitu sebagai berikut.
1t

Jika dua orang menteri fafwidh diangkat, dapat terjadi tiga ke

Kepala negara menyerahkan wewenang umum kepada masing.
masing danduamenteriitu. Jika halini yang dilakukan, penganghatan
menteri itu tidak sah, berdasarkan dalil dan alasan yang telah kami
ajukan sebelumnya. Pengangkatan kedua menteri itu perlu dikaji
wlang; jika dilakukan dalam waktu yang bersamaan, pengangkatan
keduanya batal, sedangkan jika salah satunya lebih dahulu, menterd
pengangkatan yang tidak sah dan pencopotan jabatan adalah: peng:
angkatan yang tidak sah membuat batal seluruh kebijakan dan
tindakan yang pernah dibuat oleh orang itu semasa ia menjabal,
sedangkan pencopotan jabatan tidak menghalangi keabsahan
kebijakan, keputusan, dan tindakan yang pernah ia buat.

Keduanya ditugaskan secara bersama untuk menjalankan tugas
kementerian dan tidak membolehkan salah satu menteri itu untuk
memonopoh wewenang jabatan itu. Pengangkatan seperti ini sah dan
jabatan kementerian itu menjadi wewenang keduanya, bukan hanya
wewenang salah satu dari keduanya, dan keduanya dapat men
jalankan secara bersama tugas-tugas kementerian sesuai dengan
kesepakatan yang dicapai oleh keduanya, namun keduanya tidak
boleh menjalankan kebijakan yang diperselisihkan keduanya. Dalam
kasus terakhir ini, keputusannya berada di tangan khalifah atau kepala
negara dan berada di luar wewenang kedua menteri itu.
Kementenian tafiwidh yang dijabat oleh dua orang imi lebih kecil
wewenangnya dari kementerian fafwidh yang mutlak yang dijabat
hanya oleh satu menteri. Hal itu ditinjau dari dua segi berikul.
Pertama, keduamenteri itu hanya boleh menjalankan kebijakan yang
disepakati bersama. Kedwa, kedua menteri itu tidak berwenang atas
suatu kebijakan yang diperselisihkan eleh keduanya. Adapun jika
keduanya kemudian bersepakat setelah berselisih pendapat, ada
beberapa kemungkinanyang dapat diternpuh. Jika keduanyamenye-
pakaHi suatu pendapat, yang sebelumnya mereka perselisihkan,
kesepakatan itu masuk dalam wewenang keduanya dan pelaksana-
annya dapat dilakukan oleh keduanya karena perselisihan pendapat
yang tenjadi sebelumnya tidak menghalangi keduanya untuk

o o HEHR
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kemudian bersepakat. Adapun jika salah seorang menteri itu meng-
ikuti pendapal menteri yang lain, sementara keduanya tetap
memegang pendapat masing-masing yang diperselisihkan itu,
‘masalah ity keluar dari wewenang keduanya karenia seorang menteri
tafividh tidak boleh melakukan sesuatu kebijakan yang menurut dia
3 Kedua menteri itu tidak ditugaskan untuk menjalankan tugas ke-
menterian secara bersama, namun masing-masing menteri it
diberikan tugas tersendiri yang berlainan, Halini bisaberbentuk salah
satu darl kemnungkinan berikut ini. Kemungkinan pertama, masing-
‘masing menteri itu ditugaskan untuk secara spesifik mengurus
wilayzh tertentu dan dalam tugasnya itu ia mempunyai wewenang
yang umum, namun dengan lingkup teritorial tertentu, seperti satu
‘menteri mengurusi kementerian wilayah timur dan menteri yang
masing menter ity memegang wewenang penuh, namiin dalam tugas
tertentu, seperti satu menteri mengurusi masalah perang, sedangkan
menteri yang lain mengurusi masalah khiaray. Jika pengangkalan dua
menteritu dilakukan seperti itu, pengangkatan itu sah. Akan tetapi,
keduanya tidak lagi menjadi duamenteri tafividh, tetapi hanyamenjadi

dua pejabat yang bertanggung jawab atas dua tugas yang berbeda.
Hal ini karena kementerian lgfwidh mempunyai wewenang umum
dan mencakup dua tugas yang diemban oleh dua menten itu.
Kemudian, pengangkatan kedua menteri itu hanya terbatas pada
bidang yang tertentu ity sdja dan masing-masing menteri itu tidak
mempunyai hak untuk mencampuri rekannya dalam menjalankan
wewenang dan tugasnya.

Khalifah atau kepald negara boleh mengangkat dua menteri, yaitu
menter] tafwidk dan menteri tanfidz. Menteri fafwidh mempunyai
wewenang mutlak untuk membuat kebijalean, sedanghan menteri tanfidz
mempnyal wewenang terbatas untuk melaksanakan perintah-perintah

. yang diberikan oleh khalifah atau kepala negara. Menteri tanfidz tidak
holeh mempekerjakan seseorang yang diberhentikan oleh khalifah dan
fidak pula dapat memberhentikan orang yang dianghat khalifah.

~ Menteri tanfidz juga tidak boleh mengesahkan sesuatu atas nama
dirinya, juga atas nama khalifah, kecuali dengan perintah sang khalifah,
sedangkan menteri tafwidh boleh mengesahkan sesuatu bagi para
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pegawainya, juga kepada para pegawai khalifah, dan mereka harus
menerima pengesahannya. Akan tetapi, ia tidak boleh mengesahkan
sesuatu alas nama khalifah kecuali atas perintahnya, baik dalam urusan
umum maupun urusan khusus. Jika khalifah memberhentikan menteri
tanfidz, tidak ada pegawai yang diberhentikan bersamanya. Sementara itu,
jika menteri fafwidh diberhentikan, para pegawai tanfidz juga diber-
hentikan, sedangkan para pegawal fafwidh tidak. Hal ini karena tugas para
pegawai tanfidz adalah perwakilan sementara, sedangkan para pegawai
tafwidhk adalah para pejabat tetap:

Menteri tafwidh boleh mengangkat seseorang sebagai wakilnya,
sedangkan menteri fanfidz tidak boleh mengangkat seseorang sebagai
wakilnya. Hal ini karena pengangltatan seseorang sebagai pejabat atau
pembantu adalah suatu tindakan pengangkatan dan pengangkatan itu
hanyaboleh dilakukan oleh menteri tafwidh dan tidak boleh dilakukan oleh
menteri fanfidz, Jikakhalifah atau kepala negara melarang menteri igfwidh
untuk mengangkat pejabat, menteri itu tidak boleh melakukannya, dan jika
ia mengizinkan menteri tanfidz untuk mengangkat pejabat, menteri itu
boleh melakukannya. Halini karena masing-masing menteri itu bertindak

Jika khalifah/kepala negara memberikan wewenang pengaturan
provinsi-provinsi kepada para gubernur dan memberikan wewenang
kepada para penguasa provinsi itu, seperti yang terjadi pada masa kita ini,
masingImasing penguasa tiap provinsiitu boleh mengangkat menteri® dan
kedudukan menterinya itu mirip dengan kedudukan menteri khalifah
terhadap khalifah, yaitu dalam status dua macam menteri itu dan dua
macam wewenangnya itu.

‘_EFM-EI_-‘ dainik e e o
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PENGANGKATAN
GUBERNUR PROVINSI

ika kepala negara mengangkat seorang gubernuratas suatu

provinsi atau seorang bupali atas suatu kabupaten, jabatan
yang diberikan itu ada dua macam, yaitu jabatan urmum dan
khusus.

Macam jabatan dengan wewenang umum ada dua
macam. Pertama, jabatan yang didapatkan berdasarkan hasil
pilihan kepala negara dan dilakukan setelah pejabat itu me-
menuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima jabatan
it Kedua, jabatan yang didapatkan dengan penguasaan dan
disahkan dengan adanya tekanan.

Wewenang pejabat gubernur, yang diangkat karenatelah
mencukup syarat-syarat untuk menerima jabatan, mencakup
tugas-tugas yang telah digariskan baginya dan lingkup
wewenang yang telah ditetapkan. Pengangkatan jabatan ini
dilakukan dengan penyerahan mandat oleh khalifah atau
kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur suatu
provinsi atau bupati suatu kabupaten dan bertanggung jawab
atas seluruh penduduk wilayah yang ia jabat itu, dan men-
jalankan wewenang yang telah dibebankan kepadanya untuk
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wilayah itu dan atas tugas yang telah dibebankan kepadanya. Tugas dan
wewenang yang ia emban itu mencakup tujuh perkara berikut ini
1. Menginspeksi pengaturan tentara dan penempatannya di daerah-
daerah, sertamenentukan besarnya gaji mereka, kecuali jikakhalifah
atau kepala negara telah menentukan jumlahnya sehingga ia cukup
mengikuti keputusan itu.
2. Mengurus perkaraperkara hukum dan mengangkat para gadhi dan
hakim.
3.  Memungut kharaj, menarik zakat, dan menentukan petugas yang
bertanggung jawab atas dua hal ini serta membagikan hasil pungutan
itu kepada pihak-pihak yang berhak.
4, Menjaga agama dan menghilarighan keharaman serta memelihiarg
agama dari perubahan dan penggantian.
5 Mendirikan had (batas) dalam halk-hak Allah dan hak-hak manusia
6. Menjadi imam shalat Jumat dan shalat jamaah, atau menunjuk orang
lain untuk menggantikan tugasnya itu.
7. Mengatur perjalanan jamaah haji, juga jamaah yang tidak memiliki
keluarga dalam perjalanannya itu, sehingga dalam perjalanan itu
mereka saling menolong satu sama lain.

Jikawilayah itu adalah wilayah yang rawan, yang berada di perbatasan
wilayah musuh, tugasnya ditambah dengantugas kedelapan, yaitu berjihad
memerangi musuh yang mengancam dan membagi-bagikan ghasimah
yang didapat dalam medan pertempuran, serta mengambil seperlimanya
bag pihak yang berhak atas bagian yang seperdimaifu.

Dalam memangku jabatan ini juga harus dipenuhi syarat-syarat
seperli yang harus dipenuhi bagi pemangku jabatan menteri tafiwidh.
Perbedaan antara keduajabatan itu adalah: teritorial wilayah yang menjadi
wewenang gubernur atau bupati adalah khusus, sedangkan lingkup
teritorial wewenang kementerian tafividh adalah umum, mencakup seluruh
wilayah negara. Antara wewenang dengan Iingkup teritorial khusus dan
jabatan dengan lingkup teritorial unmim fidak terdapat perbedaan dalam
syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh individu yang memegang jabatan
it

B e

Dalam pembeérian jabatan ini perlu diperhatikan halhal berikut ini.
Jika khalifah atau kepala negara telah mengangkatnya, menteri fafividh
mempunyai hak untuk memperhatikan dan memeriksa hasil kerjanya,
tetapi ia bdak mempunyai hak untuk memberhentikan atau memindah-
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kannyadari satuwilayah ke wilayah lain, sedanglan jika menteri itu sendiri

ying mengangkatnya, ada dua kemungkinan berikut.

1. Iamengangkat pejabat itu dengan seizin khalifah atau kepala negara. h
Dalam kasus seperti ini, ia fidak boleh menurunkannya atau me-
mindahkannya dari tugasnya ke tugas lainnya kecuali setelah
mendapatkan izin dari khalifah dan turun instruksi darinya. Jika

- menteri itu berhenti, gubernurini tidak turut berhenti,

2 Ilzmengangkamya dengan inisiatif sendiri dan pejabat ity bertugas
sebagai perwakilan wewenangnya. la dapat dengan sendirinya
memecatnya dan menggantinya dengan orang lain, sesuai dengan

hasil fitihadnya dalam melihat yang terbaik dan paling cocok untuk

menduduki jabatannya itu.

Jilka menteri tafividh tidak menjelaskan saat mengangkat gubernur
1 apakah atas nama khalifah atau atas inisiatif sendid ia menganghatnya,
pengangkatan itu dinilai sebagai hasil inisiatif dirinya sendin. Ia dapat
memberhentikannya. Pada saat menteri itu berhenti, gubernur itu pun
tirtutberhenti kecuali jikakhalifah mengesahkan jabatannya, sehingga hal

ifu menjadi pembaruan jabatannya dan permulaan pengangkatannya,
namun dalam peresmian jabatannya itu tidak lagi dibutuhkan syarat-syarat
sepertiyang harus dipenuhi saat akan diangkat pada pertamakali. Khalifah

it kepalanegaracukupberkata, "Aku akuijabatan yang engkan pegang.”
Adapun jika pertama kali diangkat sebagai pejabat, khalifah atau
kepala negara perlu mengucapkan sebagai berikut, "Aku telah angkat

‘enghau sebagal gubernur (atau bupati) atas wilayah ini dan bertanggung

jawab atas penduduknya dan halhal yang berkailan dengan wewenang
jhatan itu."

Jika khalifsh telah meresmikan orang itu menjadi gubernur, tidak
 berartimenteri {afividh tidak berhak untuk memperhatikan dan memeriksa
jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh gubernuritu.

Gubernur ini boleh mengangkat menteri tanfidz atau pembantu
baginya, baik dengan izin khalifah maupun tanpa seizinnya. Sementara itu,
iatidak boleh mengangkat menteri tafiidh kecuali atas izin khalifah dan
instruksinya. Hal ini karena menteri fanfidz adalah pejabat pembantu
sedangkan menten fafwidh adalah pejabat yang mempunyai wewenang
tersendiri secara independen.

Jika gubernur ingin menambah gaji tentaranya tanpa sebab, hal itu
tidak boleh dilakukannya karena akan memboroskan keuangan negara
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dengan tidak benar. Adapun jikaia menambahnya karena ada sebabyan

mendorong kebijakannya itu, ia harus memperhatikan sdaabnys,ﬁm.
sebab itu adalah sesuatu sebab yang temporer yang dapat segera hilang,
penelapan penambahan gaji itu hdakdﬂakukmsempﬂmanemsepaﬁ
penambahan gaji karena malialnyaharga-harga kebutuhan atau
semmpensuwa.amumgaunhﬂ(btmmﬂaiamkmﬂis:seperuhﬂ.

termasuk dalam lingkup wewenang politik yang diserahkan kepada hasil
fjlihadnya. Adapun jika sebab penambahan gaji itu adalah sesuatu yang
menuntut peningkatan gaji itu untuk seterusnya, seperti penambahan gaj
karena adanya perang yang sedang berkecamuk yang sedang mereka
hadapi. dalam situasi sepertiiniia perlu meminta persetujuan kepalanegara.
untuk meningkatkan gaji para tentara itu dan ia tidak boleh memutus
kannyasendini. [a boleh memberikan tunjangan kepada anak-anak tentara
yang telah balig dan menetapkan tunjangan mereka itu dengan tanpa
menungguinstruksikepalanegara. Akan tetapi, ia tidak boleh menetaphan
besarnya gaji tentara sendirian dan ia harus menunggu ketetapan dan
kepala negara tentang besarnya gaji itu.

Jika setelah dikeluarkan untuk memberikan gaji tentara, hasil
pendapatan kharajmasih tersisa, kelebihan itu diserahkan kepada khalifah
untuk diletalcean di bastul-maal umum yang disediakan bagi kepentingan
umum. jika pendapatan yang dihasilkan dari harta zakat masih tersisa
setelah dilakukan pembagian kepada pihak-pihak yang berhzk, ia tidak
harus menyerahkannya kepada khalifah, namun ia memberikannya
kepada para penerinia zakat yang terdekar dari wilayah kekuasaannya. Jika
pendapatan dari kkaraj tidak mencukupi untuk membayar gaji tentara, ia
dapat meminta kepada kepala negara untuk mencukupi kekurangan itu
dari baitul-maal. Adapun jika harta zakat kurang mencukupi untuk dibagi-
bagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat. ia tidak boleh
menmiinta khalifal untuk melengkapinya karena gaji tentara ditentukan
dengan kadar kecukupan, sementara bagian bagi pihak-pihak yang
mendapat pembagian zakat ditentukan dengan kadar adanya zakat itu.

Jika gubernur diangkat oleh kepala negara, gubernur itu tidak
diberhentikan dengan matinya kepala negara yang mengangkatnya itu,
sedangkan jika ia diangkal oleh menteri, ia harus diberhentikan dengan
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pama kaum muslimin, sedangkan pengangkatan oleh menteri dilakukan
-atis nama dirinya sendiri. Menteri diberhentikan dengan matinya kepala
‘negara, sedangkan gubernur tidak karena kementerian adalah pengganti
fugas khalifah, sedangkan jabatan gubernur dipegang atas nama kaum
musslimin. Ini adalah salah satu bagian jabatan umum, yaitu jabatan yang
diberikan karena calon pejabat itu telah memenuhi syarat-syarat untuk
memangku jabatannya, yang diangkat dengan dipilih.

Sayaakan menjelaskan pada bagian yang terakhirini tentang hukum
jabatan khusus karena keduanya adalah jabatan yang diberikan ber-
tlasarkan hasil pilihan kepala negara, Selanjutnya, saya menjelaskan bagian
kedua dari model jabatan kenegaraan, yaitu model jabatan yang diberikian
karena keterpaksaan atau tekanan, dan saya akan jelaskan perbedaan
syaral dan hak antara model jabatan yang diberikan berdasarkan hasil
keputusan kepala negara dengan model jabatan yang diberikan karena
fekanan ity

Jansman KHusUS DAN TERBATAS

Jabatan khusus adalah jika seorang gubernur hanya mempunyai
wewenang sebatas mengatur tentara, menyusun kebijakan bagi rakyat.
‘memefihara keamanan, dan menciptakan ketenteraman bagi penduduk.
fatidak berwenanguntuk mengurus masalah pengadilan dan penyelesaian
hukum serta menarik kharaj dan zakat

Tentang pendirian hukum had dan masalah lain yang membutuhkan
pilihan hulem pihak yang menyelesaikannya, karena adanya perbedaan
petidapat fugaha dalam masalah itu dan karena dua pihak yang bertikai
dalam suaty masalah hulum harus mengajukan bukii-bukd, ia idak boleh
hkut campur untuk mengurusnya karena penyelesaian masalah hukum
‘seperti ini berada di luar wewenang tugasnya. Sementara itu, jika suatu
miasalah tidak membutubkan pilihan hukum pihak yang menyelesai-
kannya, juga idak memeriukan pengajuan bulti, masalah seperti ini bisa
merupakan bagian dari hak-hak Allah SWTatau bagian dari hak manusia;
jika i termasuk bagian dari hak-hak manusia, seperti had guzaf (men-
jatuhkan hukum bag orang yang menuduh zina) dan gishash jiwa atau
angrota tubth, hal itu dilihat sesuai dengan pihak yang menuntut. Jikaia
mengajukan perkara itu kepada hakim, hakim itu menjadi pihak yang
paling berhak untuk menuntut halmya itu karena masalah itu masulk dalam
fingkup wewenang yang diembankan kepada hakim. Adapun jika prhak
yang menuntut ity mengalihkan tuntutannya agar diselesaikan oleh
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gubernurini, gubernur ini lebih berhak mengurus tuntutannyaitu karena
hal ity bukan suatu penyelesaian hukum, namun suatu permintaan bantuan
untuk mendapatkan hak dan pihak yang dimintai bantuan itu adalah
gubernur, bukan hakim. Jika masalah itu adalah dari hak-hak Allah SWT

‘semata, seperti menjatuhkan had zina dengan hulkum cambukatau rajam,

gubernurlebih berhak untuk menuntutnya daripada pihak hakim karena
hal itu masuk dalam wewenang dan tugas politiknya, yaitu tugas menjaga
dan memelihara agama, juga karenatugas untuk mewyjudkan kemastahatan
adalah tugaspara gubernur, bukan tiugas para hakim yang bertugas unituk
menengahi perselisihan hukum antara pihak-pihak yang bertikai. Halitu
termasuk wewenang jabatan gubernurdan tidak keluar darn wewenangnya
itukecuali dengan adanyanash, dan halitu idak termasuk wewenang para
gadhi kecuali jika ada nash yang memasukannya ke dalam wewenangnya.

Tentang penyelesaian mazhalim ‘perkara penzaliman’, jika masalah-
nya telah jelas diatur oleh hukum dan telah ditetapkan penyelasaian
hukumnya oleh paragadhi, sang gubernur boleh menyelesaikannya, yaitu
untuk membela pthak yang benar atas pihak yang salah dan menyita suatu
pihak yang berhalk. Hal ini karena ia ditugaskan untuk mencegah terjadinya
kezaliman dan penindasan, serta untuk melakukan penyitaan dengan adil
Sementara itu, jika mazhalim yang diagjukan itu belum ditetapkan penye-
lesaiannya oleh hukum dan membutuhkan keputusan hukum dan para
gadhi, gubernur fidak boleh ikut campurmengurusnyakarena hal itu fidak
termasuk dalam wewenang jabatannya dan hendaknya ia mengalihkan
masalah itu kepada hakim negara. Jika penyelesaian hukumnya telah
diputuskan bagi salah seorang dari pihak yang mengajukan mazhalim itu
dengan benar, ia bisa membantu pihak itu untuk mendapatkan haknya jika
memang hakim yang memutuskan rasalah itu tidak manipu sepenuhnya
membantunya. Jika di daerah itu idak ada halam, masalah itu dialihkan
kepada hakim negeri yang paling dekat dari daerahnya itu, jika perjalanan
yang ditempuhnya tidak menimbulkan kesulitan. Jikaada kesulitan dalam
perjalanan itu, pihak yang mengajukan mazhalim itu tidak dibebankan
untuk melakukan perjalanan itu. Untuk itu, gubernur dapat meminta
instruksi dari kepala negarauntuk mengatur masalah yang dipersengketa-
kan itw. Jika telah mendapatkan instruksi dari kepala negara untuk
menyelesaikannya, keputusan hukum yang ia buat kemudian berlaku
dlalam masalah itu.
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Pengaturan perjalan jamaah haji yang berasal dari wilayah ke-
nyatermasuk dalam wewenang jabatannya karena hal itu adalah
satu fugas yang harus diembannya.
~ Tentang mengimami shalat padahari Jumat dan Hari Raya, menurut
tmazhab Syafi'i, para gadhi lebih berhak untuk menjalankannya.
menurut pendapat mazhab Abu Hanifah, para pejabat itu lebih
untuk menjadi imam shalat. Jika wilayah kekuasaan gubernurini
alasan dengan wilayah musuh, ia tidak boleh memulai jihad terhadap
negara telangga ity kecuali setelah mendapatkan izin dari kepala
2 Akan tetapi, jika musuh menyerang, ia boleh memerangi dan
vmereka tanpa harus menunggu izin dari kepala negara karena
serangan musul) adalah bagian dari tugas untuk memelihara
an dan ketenteraman rakyatnya. Untuk memangku jabatan ini
beberapa syaral seperti yang dituntut dari ealon pejabal
i mﬁdz,dmga.ndmbahdua syarat lagi, yaitu beragama lslam
n berstatus merdeka. Hal ini karena jabatan itu mencakup tugas
alur urnsan-urusan agamayang tidak sah dilalukan oleh orang kafir
i hambasalmya.ﬁkanletapl.mhdak disyaratkan memiliki kompetensi
dan penguasaan fiqih, meskipun lebih baik jika ia memilikinya.
mﬂmmtymgharus dipenuhi calon gubernur sama dengan syarat-
Lyang harus dipenuhi calon penerimajabatan menteri tafwidh karena
anya sama dalam generalitas wewenangnya, meskipun berbeda
linghup hugas kedua jabatan itu.

SYARAT-SYARAT BAGI PEMANGKU JABATAN KHUSUS

~ Syarat-syarat jabatan khusus lebih sedikit dari syarat-syarat jabatan
umum, yaitu berbeda satu syarat: tidak harus memiliki kompetensi
bellmuan, karena orang yang wewenang jabatannya umuin, ia harus
‘membuat keputusan hukum, sedangkan hal itu tidak dilakukan oleh
pemegang jabatan khusus yang terbatas. Kedua macam pejabat ini tidak
ﬂumehpmtanhasﬂkemnyakepadakepalanegaraﬂwkehﬁlmnym
iatetapkan dan kegiatan yang ia lakukan adalah kebijakan dan kegiatan
yang berada dalam wewenang jabatannya dan telah biasa dilakukan oleh
mmkmmhﬂahmymghbmkmmhammmﬂmdm
untuk menunjukkan ketaatannya kepada kepala negara, ia dapat me-
aparkannya. Adapun jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, hendaknya
kedua-duanya menungguinstruksi kepalanegara dan kemudian bertindak
‘sesuii dengan instruksinya itu. Akan tetapi, jika keduanya takul jika hal
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itudibiarkan akan tambah merusik dan merugikan negara, kedua-duanya
dapat mengambil sikap bertahan hingga datang izin dari kepala negara.
Hal'ini karena ketetapan kepala negara dan kewenangannya untuk
memutuskan tindakan terhadap masalah-masalah umum seperti itu lebih
mempunyai kekuatan hukum.

JasaTAN YANG DIDAPATKAN BERDASARKAN TEKANAN |

YANG DISAHKAN KARENA TEKANAN ITU DAN SYARAT-SYARATNYA
Jabatan gubernur yang disahkan dengan tekanan adalzh seorang

gubernur yang menguasai daerah kekuasaannya dengan kekuatan dan
kemudian kepala negara memberikan wewenang kepadanya untuk
memimpin wilayah itu, serta menyerahkan kepadanya pembuatan ke-
bijalan dan pengaturan politik daerah itu. Dengan penguasaannya itu, ta
menjadi pemnilik otoritas penentu kebijakan politik dan pengaturan wilayah
it Dengsan izinnya itu, pemimpin negara menjadi pelaksana hukum:
hukum agama untuk menghindari kerusakan menuju kebaikan dan dari
larangan menuju kebolehan. Meskipun keluar dari afuran pengangkatan
pejabat yang berlaku, baik dari segi syarat-syarat maupun aturan hukurm-
nya, namun tindakan seperti ity mengandung tujuan untuk menjaga ber-
langsungnya hukum-hukum syariat dan aturan-aturan agama sehingga
tidak membiarkan suatuwilayah negara berada dalam situasi tanpaaturan
dan kacawbalau. Dengan penguasaan dan tekanan itu, jabatannya sebaga
gubernur dapat disahkan meskipun fidak melalui prosedur pengangkatan
resmi,

Kewajiban (terhadap syariaf) yang harus diperhatikan dalam peresmian
jabatan gubernur yang berkuasa karena tekanan itu ada tujuh macam.
Kewsjiban-kewajiban itu harus dijalankan bersama oleh kepala negaradan
gubernuryang berkuasa itu dan kewajiban pubernuritu lebih besar. Tujuh
kewajiban itu adalah sebagai berikut.

1. Menjaga status kedudukan kepala negara sebagai pengganti tugas
nabi dan pengatur urusan-urusan agama, sehingga apa yang di-
wajibkan oleh syariat dan hak-hak manusia dapat dijaga.

2. Menampilkan ketaatan beragama sehingga status tindakan pem-
bangkangannyayangmerebut jabatan itu menjadi hilang dan perilala
yang bertentangan dengan ajaran agama menjadi lenyap.

3. Mewujudkan persatuan untuk saling kasih sayang dan saling mem-
bantu sehingea kaum muslimin telap terjaga kekuatannya di atas:
pihak yang lain,

' b
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akad keagaman menjadi sah dan pelaksanaan hu]mm serta

penunalan kewajiban harta yang diatur syariat dapal ber-
¢ dengan baik sehingea pihak yang menunaikannya dapat
'pcnmmankewanbmmya. dan pihak yang menerima penunaian

hn bagi pihak yang berhak atas hukum itu karena tubuh kaum
msl!mm harus dijaga. kecuali untuk menjalankan hukum yang

PAllzh jika ia ditaati dan mengaiak kepada ketaatan-Nya jika ia tidak
ditasti

i adalah tujuh kaidah dalam ketentuan-ketentuan syariat yang
ii ya:hpaldijaga halchak kepemimpinan dan halchak umat. Karena

annya untuk mengatur masalah hulumdan halehak itu dibatalkan,
keniudian kepala negara menunjuk orang yang mempunyai syarat
cukup untuk bertanggung jawab mengurus hal itu. Dengan ter-
pinya syarat oleh orang yang ditunjuk oleh kepala negara itu,
allah kekurangan gubernur sehingga jabatan gubernur itu tetap
dipegang oleh orang yang herkuasa itu, sedangkan tugas sehari-hari
dipegang oleh orang yang diberikan mandat oleh kepala negara. Hal itu
Boleh dilakukan meskipun ia merupakan suatu solusi hukum yang tidak

msa dalam pandangan ushul figh. Hal itu dilakukan karena dua hal:
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pertama, kedaruratan menghilangkan rintangan, yaitu kurangnya syaral
pemangku jabatanitu, kedua, karena ditakutkan tercecernya kemaslahatan

an khusus.

PERBEDAAN ANTARA JABATAN YANG DMBERIKAN KARENA KAPABILITAS

DAN JABATAN YANG DIBERIKAN KARENA TEKANAN
Jika jabatan gubernur yang menguasai itu sah, perbedaan antara

jabatan yang diberikan karena tekanan dan jabatan yang diberikan Karena

kapabilitas ity ada-empat hal, yaitu sebagai berikut.

1. Penyerahanjabatan gubernur yang menjabat karena menguasai dan
menekan itu, secara pasti hanya bagi dini orangyang menguasainya:
sedangkan jabatan yang diberikan sesuai dengan kelengkapan syarat-
syarat jabatan, diberikan terbatas pada erang-orang yang mencukupi

syaral.

2. Teritorial gubernur yang mendapatkan jabatan dengan penguasaan
dan tekanan itu mencakup seluruh wilayah yang dikuasainya,
sedangkan gubernur yang mencukupi syarat terbatas pada wilayah
yang dijelaskan dalam pengangkatannya. *

3. Wewenang gubernur yang mendapatkan jabatannya karena
penguasaan dan tekanan, mencakup tugas4ugas rulin dan nonrutin;
sedangkan wewenang gubernuryang diangkat dengan cukup syarat,
terbatas pada tugas-tugas rutin, idak pada tugas nonrutin.

4. Kementerian fafiidh sah diangkat dalam wilayah yang dipimpinoleh
gubernur yang diangkat karena tekanan dan penguasaan, dan tidak
sah jika diangkat dalam wilayah yang dipimpin oleh gubernuryang
diangkat secara resmi, Hal ini karena adanya perbedaan wewenang
antara gubernur yang diangkat karena penguasaan itu dengan
‘menterinyd, yaitu wewenang menteri terbatas pada tugas rutin,
sedangkan gubernur yang diangkat karena penguasaan itu mem:
punyal wewenang rutin dan nonrutin. Sementara itu, wewenang
gubernur yang diangkat secara resmi terbatas pada tugas rutin
sehingga ia tidak boleh mengangkat menteri yang mempiinyal
lingkup wewenang yang sama, dalam tugas-tugas rutin, karena
dikhawatirkan adanya kesimpangsiuran administratil antara sang
menteri dan pihak pejabat (gubernur) yang mengangkat menteri ifu.

¥ ¥ %
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PENGANGKATAN
PIMPINAN JIHAD

Semrakhusus. wewenang pemimpin jihad adalah untuk

memerangi kaum musyrikin. Wewenang ini ada dua
macam, yailu sebagai berikul.

1. la mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara dan
menyusun strategi perang. Dalam memegang tugas itu, ia
harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan khusus.
seluruh masalah yang berhubungan dengan jihad, seperti
ini dihareskan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan
umum. la adalah bagian dari kepejabatan khusus yang
memputiyai hukum paling besar serta yang mempunyai
pasal dan bagian yang paling lengkap. Jika pejabat ini
adalah pejabal yang mempunyai wewenang umum, ia juga
berwenang atas tugas yang diemban oleh model pejabat
yang khusus, sehingga kami hanya menyebutkan model
pejabat ini untuk meringkasnya.
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HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMIMPIN JIHAD
Hukum-hukum yang berhubungan dengan tugas ini-jika ia umum-

ada enam bagian. Bagian pertama adalah dalam hal dalam mengatur *

penjalanan tentara Dalam perjalanan ity, ia mempunyai tujuh kewajiban

alas para tentara, yaitu sebagai berikut.

1. lawajib bersikap lembut kepada mereka dalam perjalanan, dengan
cara berjalan yang kecepatannya membuat orang yang paling lemah
dari mereka dapat turut serta dan yang kuat dapat menjaga ke
kuatannya, dan tidak sampai terlalu cepat berjalannyasehingga yang
lemah menjadi binasa dan yang kuat menjadi kehilangan energinya.
Nahi saw. bersabda,

b G Y EZ B g, anleB s e
G 2, A,
“Agama ini tequh maka berlakulah dalam agama ind dengan lembud, |

karenia tanak yang dapat ditumbuhi tanaman adaleh tanah yang
tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu lembek. Cara jalan yang

paling buruk adalah jalan tergesa-gesa dan dengan langkah cepat. ™

10 Heits dhiaif. diriwayatian oleh Baihogi dilim a3-Swtan (3/19) dengan redakeiona) yang
Jehih lengkap dari itu; namun dalam i itu tidal terdupat redales yang terakhir Ia
meriwayatkannya dari Thou Amry, dan delam ats rantal periwaystannyi ity terdapat Abdullah
bin Shaleh, sekretaris al ails 12 adalah periwayat yang dhaif (emal) Jugaterdapal maula Umér
blanMzhmdnthWL

Hidits ini juga dirwa oleh alB: soperti terd dallmh‘wfuufmwﬁﬂdm
‘Haldm dalam Mo vifeit Ulusn al-FHadits (him. 95.96) dari Jabir, dlal i periway
nya ity terdapat Abu Liguil Yihys bin Muotawakldl Ia adalah tukang dusta.

Juga dirtwayntian oleh Ahmad (3/195-199)-bagnan pertama dart haidits itu-din Anas. Ak
Hartsami beckata dalam Marma' ez Zawosd (1/62) bahwa pars penwaysinys fsigat kecuali Khalit
ban Mahrzn. hhdaksemndmhiakwmbbﬂmmdenganﬁm

Didalam trya it juga terdapat Amru bin Hamezh ab-Quisy, peciwayal dan
Whhmymdmﬂhﬁhnkhmkwmwu.dlmmyﬁnﬂzhhlm
Bukhari yang mengatakan tenlag dis bahwa periwaystan haditsnya tidak dapal dipergunidin.

Adapun redaks wmwnumm“k'ﬂalah dari pepatah Arab, Lihat Mayme

al-Amtsal (1920 1/359), Al-Maidani Talsi 'm;hepaanu&mmfhanlah
hin Syikhichir 1a berkata kepada analoya yang amat gial bent "Khairul pmur
e Syarre assain alboghagak.”

. B
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Nabi saw. juga bersabda,
g i Lali

Orang yang lemah menjadi penentu irama perjalanan suaty
rombongan. *!

Maksudnya hadits tersebut adalah siapa yang kendaraannya
lemah maka anggota pasukan yang lain harus menyesuaikan diri
dengan ritme penjalanan orang itu.

2 lawajib memeriksa kuda-kuda yang mereka jadikan perangkat
perang dan sebagai kendaraan mereka. Kudakuda yang dipakai jihad
dipilih yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan lemah, serta
tidak sering kecapaian karena kuda semacam itu tidak kuat untuk
dipakai berperang. Iajuga memeriksa punggung kudadan kendaraan,
kernudian dari kudakuda itu ia mengeluarkan kuda yang tidak
mampu berjalan dan melarang untuk memberikan beban yang lebih
dani kemamgiuan kuda itu. Allah SWT berfirman,

oI e Pt L

Dansiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
karnu sanggupt dan dari kuda-kude yang ditambat untuk ber-
perang.... (al-Anfak 60)

1 Says tidak dapati hadits dengan redaksional seperti ini Akan tetupi, ss-Sakhawi
menyebuthan didirm a-Magashid al-Hasanah (580) hadits,

ity ey 2, 2S00 -J}'p-o-ul- r_é“ ’.u-"‘)

Ukirlah 1 A & i gl Resats et eherih
mqammmmmmn Msnkatw:g elah berpulern fouwh. dan garyg mempmany
Resverliiin.

Diriwayatlun oleh asy Syafii dalarn as-Sunas, Tiemis, Dou Majah, Tou Khuzairah, den
Hnldm.lhniamnsa}mhulyﬁberﬂnsm-km_nmblusﬁm

Hierits bin Abi Usamah juga meriwayatkan hadils sepertl ity diri Abi Hurairah.

oo Adir meviwnyatican dalam al-Kemil (6/2270) dari Thau Abbas yang lafalnya adalah,

374 ..tpwa;_\#;',aia.rq)

ik suetes kaean sediryy beruda dalarn perjalinan, pemmpin meeke adaloh erag pang
keduraarinye paling femah. Akan tetapi, dalam mata ranta periwayal adits itu tecdapat Ma'la
bin Hilal ath Thahhian, 1a adalah pernalsu haidits.
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Rasulullah saw. bersabda,

P L B e T TR ae a8 it
€ 55 N k) e S G o (R k) B
"Manfaatkaniah kuda dengan baik karena punggungnya dapat
kalian gumalan sebagar kendaraan untuk membela agama dan hasil
perutnya menjadi simpanan kekayaan kalian.™

3. lawajib memperhatikan pasukan perang yang turut bersamanya.
Merekaterdiriatas duamacam: pasukan yang mendapalkan gaji tetap
dan pasukan sukarelawan. Pasukan yang mempurnyai gaji tetap adalah
pasukan yang secara resmii tercatat sehagai tentara dan petugas jihad,
serta mendapatkan far4. Mereka mendapatkan gaji tetap dari baitul-
maal, yang didapatkan dari fai-, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
kaya-miskinnya masing-masing tentara. Adapun pasukan sukarela-
wan adalah pasukan yang tidak tercatat secara resmi sebagai tentara.
Mereka datang dan kampung-kampung, daerah pedalaman, pen-
duduk dusun dan kota, yang bergabung bersama pasukan sebagai
perwijudan ketastan atas perintzh Allah SWT,

"Berangkatlah kamu, baik dalarm keadaan merasa rimgan maupum
merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirirmu di jalan
Allgh...." (at‘Taubah: 41)

Tentang frase "haik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa

berat" ada empat takwil, yaitu sebagai berikut.

a  Pemudadanorang tua, seperti dikatakan oleh Hasan dan Ierimah,

b. Orangorang kaya dan fakir miskin, seperti dikatakan oleh Abu
Shalih.

¢ Pasukan berkendaraan dan jalan kaki, seperti dikatakan oleh Abu
Umar

d. Yang mempunyai keluarga dan lidak, seperti dikatakan oleh al
Farra.

Mereka itu diberi bagian dari zakat, bukan far+, dari bagian Rasulullah

saw. yang disebutkan dalam ayat zakat. Mereka tidak boleh diberikan

bagian dari fai- karena hak mereka adalah dalam zakat, sedangkan

2 futits marfi tidak sahib, discbutkan oleh = Eailam dalam Musnad al-Firdaus (350) }

- :
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tentara letap yang mendapatkan gaji dari kas negara dan penerima
Jars, tidak mendapatkan pembagian dari zakat, karena hak mereka
berada dalam fari. Masing-masing pihak mempunyai sumber penr
bagian sendin yang tidak boleh dicampur. Abu Hanifah membolehlan
untuk memberikan dua bagian harta itu kepada kedua golongan
pasukan itu, sesual dengan kebutuhan, Allah SWTtelah membedalcan
antardua golongan itu dan tidak membolehkan untuk renyatukan
apa yang dipisahkan,

lawajib mengangkat ketua regu dan perwakilan kedua pasukan tadi,
sehinggadari ketua regu dan perwakilan itu dapat diketahui kondisi
mereka dan mereka segera menuruti instruksinya saat iamemanggil
mereka. Hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam perarig-
perang beliaw. Allah SWT berfirman,

*.. dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya karnu saling mengenal....” (al- Hujuraat: 13)

Dalam ayat itu ada tiga takwil, yaitu sebagai berikut.

a Sywub (bangsabangsa) adalah kelompok yang mempunyai nasab
yang dekat, sedangkan kabilah-kabilah adalah kelompok yang
mempunyal nasab yang jauh, seperti dikatakan oleh Mujahic.
b Syw'ub adalah Arab Qahthan sedangkan kabilah adalah Arab
Adnan.

¢ Syu'wb berasal dard bangsa asing sedangkan kabilah-kabilah dari
nenek moyang Arab.

Ia wajib membual suatu slogan dan simbol tersendiri yang dapat
memjadi pengikat dan pemersatu mereka, serta membuat mereka
berbeda dengan yang lain dan bersatu dalam kekuatan, Urwah bin
Zubair meriwayatkan dari bapaknya,

'- f -n & - e 4..’, ‘., '.
My M U G e s e 5;;"‘ of »
e (i FEP D (R oy -1
i o il 22
"Nabi saw. menjadikan panggilan bagi kalangan Muhajirin dengan
‘wahai Bani Abdirrahman’, panggilan kalaengan Khazraj adalah

Wahai Bani Abdillak, dan panggilan kalangan Aus adalah "Wahai
Bani Ubaidillak, dan Rasulullah saw. menamakan kudanya dengan
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udea milik Allah'."™*

6. la wajib menginspeksi tentara dan orang-orang yang ada dalam
pasukannya secara teliti, untuk kemudian mengeluarkan angpota
pasukan yang tindak-tanduknya dapat melunturkan semangat jihad
kaum muslimin, atau mengeluarkan mata-mata kaum musyrikin
(pihak musuh). Rasulullah saw. telah mengembalikan Abdullzh bin
Ubay bin Salul dalam beberapa peperangan beliau karena ia sering
mengecewakan kaum muslimin. Allah SWT berfirman,
"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan
(sehingga) ketaatan itu hanya semata-rmata untuk Allah...." (al-
Bagarah: 193)

ll:lj:ksud dari ayal tersebut "agar kalian tidak memfitnah satu sama
7. latidak mengistimewalan orang yang sedarah dengannya, yang seide
dengannya, dan yang semazhab dengannya atas orang yang berbeda
ikatan darahnya, atau berbeda dalam ide dan mazhabnya. Perbedaan
itu akan memecah kekompakan dan malah sibuk saling jegal dan
berselisih pendapat. Rasulullah saw. tetap membiarkan kaum munafik-
padahal mereka berbeda sikap dalam agama secara batin dan beliau
tetap memperlakukan mereka sesuai dengan hukum lahiriah se
hingga kaurm muslimin menjadi kuat, bilangan mereka menjadi
banyak, dan kekuatan mereka menjadi sempurna. Adapun ke-
munafikan yang adadalam hati mereka, beliau serahkan kepada Allah
SWT Yang memperhitungkan musalah hati. Allah SWT berfirman,
"... dan janganlah karnu berbantah-bantahan, yang menyebabkan
karnu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu...” (al-Anfaal: 46)

= = = . = =

13 Hadits dhaif, diriwaystkan oleh Haldm (2/106) dan tamenilainya sahit. § leh Raihagi
darimyn (6/361), darj jalan Ya'qub bin Muhammad az-Zuhn :!mAbﬁul Aziz bin Marwiin, dari
Theahim bin Jsma'il bin Abi Habibah, dir Yazid bin Ruman dari Urwab, dars Alsyah,

Adr-Drahabi mengomentari penflaian aHHakim ity dengan berleata, “Namun, Ya'qub bin
Thrahim adulah dua periwayut yang dhaif (lemah).*

Aby Dawud meriwayatkannya (2595) juga atBaihar dari jalannya (6/361) dari jalan

i i1-Hajjmj dar Qatadah, dmlimnh&nmnh&n]un&h.iah&rkaﬂ.“ﬁiwkaum
Lh.lwnnslahh n.bdnllnh ﬁmalnnankzumﬁmharadalah ‘Abdurrahiman’”

AbMundriri berkati bahwa dalasm nita ranai terdapat al-Hajjsj bin Arthab:
huﬂhmwaymupenwaymmmtﬂakdwﬂlﬁﬂl:kmhm

Aleu berkata bahwa i dalamnya juga terdapol ‘on'unok Hasan alBashii.
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Palam masalah ini ada dua takwil, yaitu sebagai berikut. |
& Maksud dari kata ril (yang secara literal bermakma 'angin) itu
adalah negara, seperti dikatakan oleh Abu Ubaid. 1
b. Maksud darikata rth itu adalah kekuatan; perumpamaan dengan
menggunakan "angin”itu adalah sebagai ungkapan keluatannya.

1 ENGATUR STRATECI PERANG
Bagian keduadan hukum-hukum jabatan iniadalah tentang mengatur
it perang.l(wmmusynlunya.ngberadadalamstamgdmuumfmda

awa kemaslahatan bagi kaum muslinmin dan membuat gentar kaum
n kin, seperti menyerang mereka padamalam dan siang hari dengan
‘menbunuh dan membakar perkampungan mereka. (2) Mengancam
IDETEKA dEl'lgﬂ.l’l dl]ﬁl'ﬂ.[lg‘la‘fﬂlld‘lbllﬂuh.
Kedua, mereka yang tidak tersentuh dakwah Islam. Saat ini orang
mngseperultu telah amat sedikit karena Allah SWT telah memenangkan
akwah Rasul-Nya, kecuali bangaa-bangsa yang jauh dari negara kita,
seperti bangsa Turki, Romawi, daerah Timur Jauh, dan Barat Jauh, yang
fifak kita ketahui dengan baik ¥ Kita diharamkan memerangi mereka
pada siang hari atau malam hari, baik dengan membunuh maupun
membakar perkampungan mereka. Kita tidak boleh memulai untuk
‘memerangi mereka sebelum menyampalkan dakwah Islam kepada
‘mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang mulgizatmulkjizat
Nebi, dan menyampaikan hujjah yang dapat membuat mereka menerima
dakwalh Islam. Jika mereka tetap memper tahankan kelcafirannya, setelah
dakeiah Islam disampaikan kepada mereka, perangilah mereka dan saat
‘tumereka berstatus seperti bangsayang telah disentuh oleh dakwah Islam.
Allah SWT berfirman,
"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmak dan
pelajaranyang baikdan bantahlah mereka dengan cara yang baik...."
{an-Nahl: 125)

Y paia saat selaring, daerah-dasrah inl t2lsh menerima dakwah kslam. Bahkan, hampir
“sakirith duniz tedah menerima dakwah Telam, (B4)
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Ada dua penakwilan tertiadap "hikmah” ini: dengan kenabian dan
dengan AGur an.

Al-Kalbi berkata bahwa dalam mengartikan makna mawu izhah
hasanah "nasihat yang baik’ adadua penakowilan. Pertama, AQur'an, dalam
masalah berkata dengan lembut. Kedug, berinakna perintah dan larangan
yang terdapat di dalamnya.

“.. Dan bantahlah mereka dengan carayang baik....” (an-Nahk 125)

Malksud ayat tersebut adalah menjelaskan kebenaran kepada mereka
dan menerangkan hujjah kebenaran itu. Jika ia memerangi mereka
sebelum menyampaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam dan
mem-peringatkan mereka dengan hujjah, serta memerangi mereka pada
siang atau malam hari, ia harus menanggung diyat (harta tebusan nyaws)
jiwa mereka yang terbunuh. Menurut pendapat yang paling kuat dalam
mazhab Syafi'l, nilal diyet mereka adalah sama seperti diyat kaum muslimin.
Adayang berpendapat, nilai déyaf mereka senilai diyat orang kafir dan ber-
dasarkan perbedaan keyakinan (agama) mereka,

Abu Hanifah berkata bahwa tidak perlu membayar diyat karena
membunuh mereka dan jiwa mereka boleh dibunuh, Jika pasukan muslim
dan nonmuslim saling bertempur di medan perang, kaum muslimin yang
ikut berperang itu boleh membuat tanda tersendiri bagi mereka sehingga
dapat membedakan antara kedua pasukan itu, seperti mengendar:i
kendaraan berwarna belang, sedangkan kudakuda pasukan lain berwarna
hitam dan kuning. Sementara itu, Abu Hanifah melarang menaiki kuda
berwarna belang, namun larangannya itu tidak mempunyai landasan.
Abdullah bin Aun dari Umair bin Ishaq meriwayatkan bahwa Rasulullah
saw. bersabda pada saat Perang Badar,

§ 55 6 Ul o (a5
"Hendaklah kalian memakai landa tersendiri karena para malaikat
memakai fenda khusus.™
Ia boleh memenuhi panggilan perang tanding jika musuh mengajak

untuk melakukannya. Ubay bin Khalf pernah menantang Rasulullah saw,
untuk berperang tanding pada wakiu Perang Uhud dan Rasuhillah saw,

15 Hadite mursal dan dhaif
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mementthi tantangannya, kemudian dalam perang tanding itu beliau dapat
mengalahkan dan membunuhnya ' Perang pertama yang diikuti oleh
Rasulullah saw. adalah Perang Badar. Pada saat itu, beberapa orang
pembesar Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, serta analinya Walid serta
sautaranya Syaibah, menantang kaum muslimin untuk melakukan perang
tanding. Tantangan mereka itu ditanggapi oleh kalangan Anshar: Aufdan
Mas'ud, keduanya merupakan anak Afra serta Abdullah bin Rawahah.
Melihat mereka itu, kalangan kafir Quraisy berkata, “Kami ingin berperang
tanding dengan orang-orang yang seimbang dengan kami, sedangian kami
tidake mengenal kalian.” Tiga orang dari Bani Hasyim tampil memenuhi
lanfangan mereka: Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Walid dan ia
dapal mengalahkan serta membunuhnya, Hamzah bin Abdul Muththalib
berhadapan dengan Utbah dan ia dapat mengalahkan serta membunuh-
nya, dan Ubaidah bin Harits berhadapan dengan Syaibah, keduanya
Ubaidah dapat bertahan hidup meskipun kakinya telah buntung, dan ja
baru meninggal di Shafra.

Hindun binti Utbah kemudian menugaskan Wahsyi untuk mem-
bunuh Hamzah pada Perang Uhud sebagai pembalasan atas kematian
ayahnya. Saat ia dapat membunuhnya, ia membelah perut Hamzzh dan
mengunyah hatinya.

Di sini, Rasulullah saw. mengizinkan keluarganya yang paling dekat
dan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib untuk melakukan perang
tanding pada wakin Perang Badar meskipun beliau amat sayang kepada
mereka. Beliausendiri berhadapan dengan Ubay padawaktu Perang Uhud
dan memberikan izin kepada Ali rauntuk berperang tanding pada waktu
Perang Khandag padahal rasa sayangnya kepada Alilebih besarlagi. Akan
fetapi, saat Amru bin Abd menantang untuk berduel pada awal Perang
Uhud dan tidak ada yang menanggapi, kermudian ia kembali menantang
pada hari kedua, juga tidak ada yang menanggapi, dan kembali ia me-
nantang peda hari ketiga. Ia berkata saat melihat tidak ada yang me-
nanggapilantangannya dan mereka takut melawannya, "Wahai Muhammad,
bukankah kalian berkeyakinan bahwa orang-orang yang mati dari kalian

16 Diriweayathan oleh Mo 1shaq dalam al-Mubtads wal-Mob'ats wal-Maghass (115) dan
dirmwayathan pula darinya oleh Thou Hisyam (3/84),
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akan hidup di surga di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki, sedangkan
orang-orang yang terbunuh dari kami akan diazab di neraka? Laly,
mengapatidak ada seorang pun dari kalian yang maju untuk mendapatkan
kehormatan Tuhannya atau memasukkan musuhnya ke dalam neraka.”

Ali ra. kemudian maju dan ia meminta izin kepada Rasulullah saw.
Beliau pun mengizinkannya dan bersabda padanya, "Keluarlah engkau,
wahai Ali, dengan lindungan Allah dan penjagaan-Nya." Akhirnya, ia tampil
ke tempat perang tanding.

Keduanya kemudian berduel. Gerakan merekayang demikian cepat
membuat debu-debu berterbangan sehingga keduanya tampak dikelilingi
debu dan tak terlihat oleh pandangan mata, kemudian ketika debu itu
menipis, tampak Ali ra: sedang membersihkan pedangnya dengan baju
Amru yang telah meninggal. Berita ini diceritakan oleh Muhammad bin
Ishaq dalam Maghazi-nya Dua berita ini menunjuldean bolehnya berduel
dengan musuh sambil membanggakan diri. Adapun jika tentara Islam
menjadi pihak pertama yang mengajak musuh untuk berperang tanding,
hal itu dilarang oleh Abu Harnifah karena ajakan untuk berperang tanding
dan memulai memprovekasi musuh adalah sikapyang berlebihan. Adapun
Imam Syafi'i memperbolehkannya karena hal itu akan menampakkan
kekuatan agama Allah SWT dan membela Rasul-Nya. Rasulullah saw.
sendini mendorong untuk melakukan tindakan sepertiitu dan memberikan
pilihan kepada orang unfuk melalatkan itu, sertabeliau sendini menanggapi
orang yang mengajak berperang tanding.

Muhammad bin Ishaq memberitakan bahwa Rasululiah saw. berdir
pada waktu Perang Uhud di antara dua perisai, kemudian beliau meng-
ambil pedang dan menggerakkannya, sambil bersabda, "Siapa yang mau
mengambil pedang ini dengan haknya?” Umar ibnul Khaththab ra maju
danberkata, "Aku akan mengambilnya dengan haknya.” Akan tetapi, beliau
tidak memberikan kepadanya. Setelah itu, beliau kembali menggerakkan
pedang itu dan bersabda, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan
haknya?” Zubair bin Awam datang dan berkata, "Aku akan mengambil
pedang itu dengan haknya” Akan tetapi, Rasulullah saw. tidak mermberikan
pedang itu kepadanya. Pada kali yang ketiga, beliaukembali menawarkan
pedang itu dan bersabda, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan
haknya?" Abu Dujjanah Simak bin Khurasyah mendatangi beliau dan
bertanya, "Apakah haknya itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, "Agar
engkau pergunakan pedang ini untuk memukul musuh hingga ter-

22 8453 B BRIz
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sungkur” Maka ia mengambilnya dan memberikan ciri dengan tanda
merah. Jila terlihat tanda ity, orang-orang mengetahui bahwa ia akan
membunth musuhnya dan menang. Selanjutnya, ia berjalan ke medan
perang. 12 berjalan dengan cara jalan yang dibuat-buat di antara dua
‘pasukan, Rasulullah saw. Bersabda,

écg}ulthgﬁlhiwﬂq@}}

Cara berjalan seperti itu dibenci Allah kecuali di saat perang seperti
ink™

lamasuk ke medan perang sebagai pihak yang pertama kali memulai
din Ia menang serta dapat mengalahkan musuhnya

Jika perang tanding it boleh dilakukan, sesuai denganlandasan yang
kami kittip tadi tentzng orang yang memulainya dan yang memenuhi
tantangan dard musuh, untuk melaksanakan perang tanding ity ada dua
sydral berikut yang harus dipenuhi.

Pertama, ia harus memiliki kemampuan dan keberanian, dan ia
mengetahuii dirinyaakan mampu menghadapilawannya Adapun jika tidak
seperti iy, 12 dilarang untuk furun ke medan perang tanding.

Kedua, ia bukan seorang panglima perang, yang akan membuat kacau
lentaranyy jika i meninggal dalam perang tanding itu, karena kematian
panglima perang yang mengatur strategi perang akan membawa kepada
kekalahian. Adapun tentang Rasulullah saw. yang maju ke medan perang
Mandingitu adalah karena belimi yakin akan adanyapertolongan Allsh SWT
dan alean dibuktikannya jang Allah SWT bagi beliau. Hal itu tidak dimiliki
oleh orang fain. Seorang panglima perang, ika ia ingin mengajak orang
uniuk berjihad, boleh mendorong orang-orang ingin mati syahid untuk
mencan mati syahid dalam peperangan itu, yang dia ketahui bahwa orang
‘semacam ity dalam peperangan akan mempengaruhi salah satu dari dua
hial ink: bisa mendorong kaum muslimin untuk berperang karena rasa
solidaritas mereka dengannya, atau membuat musuh menjadi lemah dan
gentar melihat keberanian orang itu terhadap mereka karena keyakinan
zian pertolongan Allah.

V¥ Hadits dfirtwayatitan oleh Tho Hisynm dilim as-Sinsk (1/67) dan Baihagi dalamad-Dalad
{3/7), dan keduanya dari jalan pert Thinu Ishar. Juga diviwayatiean oleh Thabran, at
Ihnmhulmmdnmﬁfn})m’md (6/104), “IN antara periwayatnys ada yang tidak
Toukeonal®
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Muhammad bin Ishaq memberitakan bahwa Rasulullah saw. keluar
dari Arisy pada saat Perang Badar dan beliau mendorong orang-orang
untuk berihad. Diantara orangorangitu ada yang bertanya, "Orang yang
terbunuh dalam peperangan nanti akan mendapatkan apa?” Rasulullah saw:
Menjawab, "Demi Zat Yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, orang
yang memerangi musuh saat ini, kemudian terbunuh di medan perang
dalam keadaan sabar dan mencari pahala, dan saat maju menghadap
musuh, bulean mundur melarikan diri, maka Allah akan memasukkannya
ke dalam surga.”

Umar bin Himam dari Bani Maslamah berkata bahwa saat itu di
tangannya ada beberapa butir kurma yang sedang ia makan, "Bagus selali,
bagus sekali. Jarak antara aku dan surga hanya tinggal menanti aku
terbunuh oleh mereka itn." Kemudian ia melemparkan kurma yang ada
ditangannya dan mengambil pedangnya serta memerangi musuh, hingga
iaterbunuh. !® Semoga Allah merahmatinya.

Individu muslim boleh membunuh kaum musyrilan yang ia temukan
saal berperang, baik ia tentara perang maupun bukan.

Ulama berbeda pendapat tentang membunuh kalangan lanjut usia
dari mereka serta para pendeta yang tinggal di rumah tempat ibadah
mereka (gereja, wihara, sinagoge, kuil, dan sebagainya). Salah satu
pendapat mengatakan bahwa mereka tidak boleh dibunuh kecuali jika
mereka turut terlibat dalam peperangan karena mereka adalah orang orang
yang damai seperti analeanak. Pendapat kedua mengatakan bahwamereka
furut dibunuh, meskipun mereka tidak turut berperang, karena mereka
dapal saja mengajukan pemikiran yang lebih membahayakan kaum
muslimin daripada jika orang itu turut berperang, Duraid bin Shummah
dibunuh pada saat Perang Hawazin, yaitu Perang Hunain, dan saat itu ia
telah berusia lebih dari seratus tahun. Saat kejadian itu, Rasulullah saw.
menyaksikannya, namun beliau tidak mengingkan dan mencegah

ya it

Walaupun demikian, pasukan perang kaum muslimin tidak boleh
membunuh kalangan wanita dan anak-anak dalam perang, juga dalam
kesempatan lainnya, selama mereka tidak turut berperang karena

18 Hadits dirtwayatkan oleh Muslim (1901) dari Anas bin Malik.
19 L ihar Sirak fhns Hisyom (4/453).

M s
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Rasulullah saw. melarang untuk membunuh mereka® Rasulullah saw.
' juga melarang membunuh kalangan asfaa dan washfae ! Asfaa adalah
' prang-orang suruhan dan pentbantu, sedangkan washfaa adalah para
hamba sahaya. Jika wanita seria anak-anak ikut berperang, merekaharus
diburuh saat masih berhadap hadapan dalam medan perang, sedangkan
Jkamereka telah melarikan dir, tidak boleh dibunuh®

- Jkamerekamenjadikan wanita dan anak-anak mereka sebagai perisai
hidupy sast perang karena mereka mengetahui bahiwa kaum muslimin
dilarang membunuh wanita dan anak-anak, dan jika pasukan kaum
muslimin tidak dapat membunuh pasukan musuh kecuali dengan turut
membunuh wanita dan anak-anak, hal itu boleh dilakukan. Jika mereka
mmmakantawanankaumnmsﬁ:mnscbagm perisai hidup dan kita tidak
y ﬁahuh. halitu tidak boleh dilakukan, Sementaraitu, jika merckadibiarkan
 kan memberi mereka kesempatan untuk mengalahkan kaum muslimin,
diusahakan untuk membebaskan mereka sedapat mungkin dan menjaga
dir apar tidak sengaja membuat individu muslim terbunuh di tangan
mereha. Jika ada yang terbunuh. yang membunithnya harus menangmmg
diyat dan kaffarat jika ia mengetahui bahwa yang terbunuh itu adalah
- mdividu muslim, sedangkan jika ia tidak mengetahuinya, ia cukup
membayar kaffarat.

Pasukan kaum muslimin boleh menyembelih kuda-kuda mereka
 yang mereka temukan jika mereka gunalan kudakuda itu untuk ber-
 perang, sedangkan sebagian fugaha melarang haliti, Hanzhalah bin Rahib
telah menyembelih kuda Sufyan bin Harb pada saat Perang Uhud,
kemudian iz mendudukinya dan bersiap membunuhnya. Saat itu, Thnu
Sya'ub melihatnya dan segera menyerang Hanzhalah, kemudian ia
‘menusuk Hanzhalah dan membumhnya. Denganitu, ia dapat menyelamat-

5 2 Hadits in disiwayatican olel Buldur] (3014) dan (3015) dan Musti (1744) dasi Abdullah
 bin Limar.
' 1 Hadits <half, diriwayation oleh Satit bin Manshur dalam as-Sisan (2628 dan Baitagi
(91 dnr jalan periwiyatan Hammad bin Zaid, Mwm&mmdmmm
i myatmyn Dislam riwayating tidak diketzhul ais bk it \ Al
Hmﬂhdhmhlhymﬂmlwﬂlmmwmﬂhhwhhmmm
| i Wl “Jeenginn estiphin membunih anck-unal algw oreng suruhan (hembanti)”

2 platite dliriwasysthan oleh Bulhari (3012) dan (017 serta Mustim (1475) dasi Shigh bin
i
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kan Abu Sufyan darinya.
Adapun jika individu muslim ingin membunuh kudanya sendini, ada
beberapa pendapat. Diriwayatkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib r:a: me-
nyerang pasukan dengan mengendarai kudanya hingga ia menerobos
masuk ke dalam barisan musuh. Setelah turun dari kudanya, ia me-
nyembelih kudanya itu, kemudian ia melanjutkan pertempurannyahingga
terbunuh. [a adalah seorang individu muslim pertamayang menyembelih
kudanya sendiri. Seorang muslim tidak boleh menyembelih kudanya
karena kurla adalah unsur kekuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT
untuk dipersiapkan dalam berjihad melawan musuh-Nya. Allah SWT
berfirman,
"Dan siapkaniah unituk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi dar dori kuda-kuda yeng ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) karmu menggentarkan musuh Allah,
musuhmu.... " (al-Anfaal: 60)

Ja'far menyembelil kudanya karena ia telah terkepung dan boleh
menyembelih kuda itu agar tidak dipakai oleh kaum musyrikin untuk
memerangi kaum muslimin, maka penyembelihan itu menjadi boleh,
seperti halnya menyembelih kuda-kuda musuh. Ja'far amat menjaga
dirinya dari melakukan tindakan yang dilarang oleh syarial. Saat tentaranya
kembali, mereka disambut oleh Rasulullah saw. dan kaum muslimin,
kemudian manusia menaburkan debu kepada mereka dan berkata, "Hai
orang-orang yang lari, mengapakalian lari dari medan jihad dijalan Allah?”
Mendengar itu, Rasulullah saw. menjawab,

KN I ga. @Y 00 g ol S
& b ez o LS Ty )i o B
"Mereka bukan pasukan yang lari dari medan jihad, namun mereka
akan kembali berperang lagi, insya Allah.”

YanG Harus DiLAKUKAN PANGLIMA PERANG DALAM MENGATUR
TENTARA
Bagian ketiga dari hukum-hukum jabatan yang harus dilakukan oleh
panglima perang adalah mengatur tentara dan ini harus mereka turufi. Hal
tersebut itu ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut.
1. 'Menjaga mereka dari jebakan yang dapat digunakan oleh musuh
untuk menyerang mereka, yaitu dengan menyelidild tempat-tempat

F
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yang tersembunyi dan menjaga kawasan yang dipergunakan dan
‘mengamankannya, sehingga mereka dapal tenang saat istirahat dan
merasa aman saat mereka sedang berperang.

Memilihkan tempat bagi mereka untuk memerangi musuh, yaitu
dengan memilih tanah yang paling tepat, yang paling banyak
rerumptitan dan airnya. serta kawasan yang paling aman dari segala
penjuru, sehingga menjadi faktor pembantu mereka saat menetap di
Memyiapkan apa yang dibutuhkan oleh tentara, seperti perbekalan
dan makanan ternak, yang dibagi-bagikan kepada mereka saat
dibutulikan, sehingga jiwa mereka merasatenang dengan tercukupi-
nya perangkat yang mereka butuhkan it Hal ini akan mengakibat-
kan mereka menjadi lebih siap untuk perang dan lebil mampu
menghadapi musuh.

Mengikuti perkembangan beritaberita tentang musuh sehinggaia
dapat mempelajan keadaan mereka sambil mempersiapkan diri,
sehingga ia dan pasukannya dapat menyelamatkan dirinya dari
jebakan musuh dan dapat mencari celah untuk menyerang mereka.
Mengatur tentara dalam barisan perang dan menempatkan orang-
orang yang ia lihat mampu di setiap pemjuru, mengmspeksi barisan

yang tidak lengkap, menjaga setiap arah yang dapal dipergunakan
oleh musuh untuk menyerang, serta menyiapkan bantuan segera saat
dibutuhkan.

Memperkual jiwa anggota pasukan dan menumbuhkan optimisme
kemenangan serta mengungkapkan faktor-faktor vang dapat mem-
bawakepadakemenangan sehingga musuh tampak menjadi kel di
matamereka. Hal itu akan membuat mereka menjadilebih berani dan
dengan keberanian itu.akan memudahkan mendapatkan ke-
menangan. Allah SWT berfirman,

(Yaite) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu: di datarmn
mimpimu (begurnlah) sedikit. Dem sekiranya Alleh memperlihathan
mereka kepada karmu (beritomiah) banyak tentu saja karmu menjodi
gendar dan tentusaja kamu akan berbantah-bantahan dalam trusan
ifiz...” (atAnfaak 43)

Mengingatkan orang yang sabar dan terkena luka pada saat perang
akan balasan dan pahala Allah jika mereka termasuk ahli akhirat dan
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dengan balasan serta bagian ghanimah jika mereka termasuk ahli
dunia. Allah SWT berfirman,

".. Barangsiapa menghendaki pahala dunia niscaya Kami berifan
kepadanya pahala dunia itu, den barangsiapa menghendaki pahala
akhirat, Karni beriken (pula} kepadanya pahala akhirat....” (Ali
Imran: 145)

Balasan di dunia adalah mendapatkan ghanimah sedangkan balasan
diakhirat adalah mendapatkan surga. Allah SWT menyatukan kedua
hal itu sebagai pendorong bagi kedua belah pihak.

8. Agar bermusyawarah dengan para pakar dalam menghadapi suatu
masalah dan dengan para ahli strategi dalam menghadapi kesulitan,
sehingga dapat menjaga diri dari kesalahan dan kekeliruan dan dapat
lebih mudah memperoleh kemenangan. Allah SWT berfirman
kepada nali-Nya.

X m‘:‘;j"” é;‘;lo(y'rérh))b) a9t
".. dan be:musyawamhlah denigan mereka dalarn urusan itu.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah
kepada Allgh...." (Ali Imran: 159)

Ahli takwil berbeda pendapat tentang mengapa Allah SWT mem-
berikan perinfah kepadanabi-Nyauntuk bermusyawarah, sedangkan =
Allah SWT telah memberikan taufik kepadanya dan membantunya
dengan sokongan, Tentang hal ini ada empat pendapat berikut ini.

Pertama, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawa-
rah dengan mereka dalam masalah perang agar dapat dicapai
pendapat yang benar dalam masalah itu dan dapat dilaksanakan
dengan baik. Ini adalah pendapat Hasan. la berkata,

§ ol 2B Y e e
*Jika suatukaum bermusyawarah, mereka akanmencapai pendapat
yang paling baik bagi urusan mereka.”®

ﬂmmm'mmmdmmm.mmmwnm
it chalarm af-Mama' (8/96) dan berhata, "Di dalam mata rantal periwayal hadits it terdapal Amru
bin Hushain ab Ugaili I adalah periwayat yang matrule ™

.
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Kedua, Allah SWT memesintahkan beliau untuk bermusyawarah
dengan mereka sebagal penyatu dan perekat hati dan jiwa merelka.
Ini adalah pencapat Qatadah.

Ketiga, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawarah
dengan mereka karena diketahui tindakan ita dapat menghasilkan
kelebihan dan manfaat. [ni dalah pendapat Dhahhak.

Keempat, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawa-
rahagar dijfadikan contoh dan teladan oleh kaum muslimin dan ditkuti
kaum mukminin, meskipun beliau tidak butuh kepada musyawarah
mereka. Ini adalah pendapat Sufyan.

9. Agar memperingatkan tentaranya tentang kewajiban yang telah

diperintahkan oleh Allah SWT dan batas-batas yang telah ditetapkan
oleh Allah, sehinggamereka tidak melalaikan kewajiban itu dan tidak
melanggar hak yang telah ditetapkan, karena orang yang berjihad
menaati hukunrhukum agama, dan membedakan antara yang halal
dan yang haram.

Harits bin Nabhan meriwayatkan dari Abban bin Abi Ayyasy deri Nabi
saw. bahwa beliau bersabda,

uu_w}]u K% J...:bquul....d!u:—rf_-,:ri

_‘_}_c-l.-JpJJl.llu; ey s |,“_.;,nw,hug.\m

_&.,_f.‘.s_,,.,rl,g,;zl»)lrwh.u..ylh‘_;ﬂ
éub_,‘llr.‘.lp}.\ﬂ.hl.-'s'l.h;ﬁlu 8

“Laranglah tentara kaliem melakukan perbuatan dosa karena jika
satu saja dari anggola tentara ifu yang melakukan perbuaten dosa
niscaya Allah SWT akan menimpakan perasaan takut (terhadap
musuh) dalam diri mereka. Laranglah tentara kalian untuk me-
satt saj dari tentara itu yang melakukan kecurangan niscaya Allah
SWTakan menakdirkan merekakalah di hadapan tentara yang kecil.
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ﬁ:ﬂnﬁoﬁ;‘wﬂbhmahmrww&kmmwmw

mssuh.™
Abu Darda berkata, "Wahai manusia, lakukanlah amal yang baik
sebelum kalian berperang karena kalian akan berperang dengan
dipengaruhi oleh amal-amal kalian itu.”

10. Agartidak memberikan kesempatan dan izin kepada seorang piin dar
tentaranya untuk sibuk berdagang atau bercocok tanam sehingga
berjihad dengan seutuhnya. Diriwayatkan dari Nabi saw., beliau
bersabda,

[ - ’ ’ A Sy 5' ol w U s 3

4 a,_‘uc:,_,,y;ﬂﬂ“w;;.&wu
"Aku diutus untuk membawa aturan dan rahmat, bukan uniuk
menjadi pedagang atau petani. Golongan yang paling buruk dari

umat int adaloh para pedagang dan para pefani kecuali orang yang
amat menjaga fumbfinan agamanya. >

Seorang nabi Allah pernah berperang dan bersabda,

24 Hadivs ini sarfu’ dan tedak sahih,
% Hadits dhaif, dicfwayatkan oleh Abu Nu'sim dalam of-Hilyak (4/72) dan dalam Akhhar
Askbahan (2/31). Dralam riwayntnys ity tertulis,

D0 5 el LY a3 0y Witel 3 g sl jae oyl s

¢ et oV
Setelah itu, i berkata dalam alFdyoh, “Hadits ini gharib dasi hadits ats Tsauri dan hanya

diriwayatkan oleh al-Husain ™
Aku berkats, "Dalam cetalan kitah Hilyok aFAulia Gdak tercantum nama Abu Shalih sl
Wiirraq dan Arvrn bin Sa'id sl Jamma) dalem mata rantai hadits itu. Dal i rantE pers

hadits it terdapat Abu Musa a) Yamani. La adalsh maghul.
[bnuMlmma)rﬂJun (3/1158) d:ﬂnlnpuiwmlaln.kcmuﬂlm Thiu Jausi
At '“‘“Mlm@m A Aal,
wdmtsmm&ﬂimmnl-hh!nm ummhnmmd-lﬂndlhﬂumﬁdak
Sount, din Muharmmad bin Bsa: da dhaif dm matrule
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